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PDJVOAIYI}IN NDX'AXAI

Pada edisi sebefumnga l4fo Eu|rllrtm mengajilcan

tulisan mengenai pengelesaian perselisitnn melafui Pengadilart

Hubtngan Industrial. Bagaimana pengelesaian perselisilun

lruhngan inaustrtat di luar pengadilnn, dapat disimak pada

wlume ini. Selanjutnga mengenai hulatm dan perafiiran

leetenagalcerjaan, mengenai leebijalcan pembinaan lubungan

industrial unfiik menciptalsan lwhtrryan VaW harmonis,

dinamis, demokratis dan bermarlabat di perusaluan mnulrun

mengenni stand,ar perburulun intemasional semuanga dapat di
baca disini.

Selamat membaca, semq a bermanfaat.

Tim Redalcsi
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PE N Y ELESATAN PERSELIST HAN . TTUBUNGAN IN D U STRTAL
DI LUAR PENGADILAN

Oleh : Drs. Syrulii Syarruddln SH,ltH

Dalam perkara perselisihan dengan kasus dan kewenangan yhng

huburrgan intJustrial. oleh UUPPHI telah diberikan oleh undang-undang.

ditetapkan tata cara dan proses Dalam hai kedua' bentuk

penyelesaian PPI{1. Penyelesaian diluar penyelesaian melalui arbitrase atau

pengadilan merupakan tahapan : konsilasi dimaksud tidak disepakati,

pcnyelesaian yang bersifat wajib. Dalam ; penyelesaian melalui mediasi menjadi
'

pclaksanaannla. penyelesaian diluar penyelesaian yang wajib ditempuh.

pcngatlilan. secara garis besar terbagi atas I Untuk periyelesaian melalui arbitrase

dua bagian besar. yaitu penyelesaian oleh pada dalrynla "tidak dapat lagi digugat

para pihak sendiri sccara bipartit dan melalui pengadilan hubungan industrial.

bagian yang kedua penyelesaian dengan : sedahgkan terhadap penyelesaian melalui

bantuan pihak ketiga. : konsiliasi/mediasi. parc pihak yang

Pertama sekali. para pihak diminta keberatan dengan anjuran konsiliator/

untuh scnantiasa mencegah terjadinya mediator, dapat mengajukan gugatan ke

pcrscli-silrarr dcngart beibagai cara. muka Pengadilan l{1.

Apahila setelah pencegahan perselisihan

masih .juga harus tcrjadi. pada tingkat . [. PENYELESAIAN BIPARTIT

psrtama dirundingkan diantara para pihak Bagaimanapun harmonisnya suatu

secara bipartit. yang diatur tata cara dan : hubungan. kadang kata timbulnya :

lamanya waktu penyelesaian perselisihan. perselidihan sukar untuk dihindarkan.

Kedua. apabita dalani perundingan , Untuk itu. pada tingkat pertama.

bifrartit riclak tcrcupai kcscprkatun" diatur penyele'saiannya wa.iib"cliseteisaikan oleh

tiltu eara penyclesaian berikutnya. Para para pihak secara musyawarah untuk

pihak dapat lnelakukan pilihan mufakat. Penyelesaian perselisihan yang

penyelesaian selanjutnya. Dapat dilakukan i terbaik adalah penyelesaian oleh para

melalui arbitrase. atau konsiliasi yang , pihak yang berselisih sendiri. Karena

cliir:pakati kedua belah' pihak" sesuai melalui perundingan" akan dicapai
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pen,y"elesaian !ang paling menguntung-

kan kedua,he.lah ,pihak,- Oleh ka,reha iitu;'

sctiap perselisihan yang terjadi. wajib

diupayakan penyelesaiannya terlebih

dahulu melalui perundingan bipartit,

tanpa dicampuri oleh pihak manapun.

Agar perundingan itu tidak berlarut-larut,

pcny'elesa ian pcrsc I is ihan rnelalu i bipartil.

dibatasi uaktunya. dilakukan paling lama

J0 hari kerja'rejak tqnggal dimulainya

perundingan (Posul I-16 ayot (t) UUKK, doa Pusa!

t hutir ltt dun Pasul .l u.J,at (t) s/tl (3) UUPPHI).

, Apabila dalam jangka waktu 30

hari. salah satu pihak menolak untuk

berulding, atau telah dilakukan

perundingan teqpi tidak mencapai

kesepakatan. .perundingan bipartit

' dianggap gaga!. ,'setiap perundingan

bipartit dibuat risalah yang ditandatangani

oleh para pihak yang sekurangkurangnya

memuat: l), nama lengkap dan alamat

ptra pihak. 2) tanggal dan tempat

perundingan. 3; pokok masalah/al.asan

perselisihan, 4) pendapat para pihak, 5)

kesimpulan/hasil perundingan, dan 6)

[anggat serta tandatangan para pihak frasat

6 u.yor (2) UUPPHI).

Dalam hal musyawarah dapat

mcncapai kesepakatan. dibuat Perjanjian

lJsrsarna (PIl) yang elitandatangani, olph

para pihak. 
_.

PB tersebut ,n.,r*if.u, .fun *u;iU

dilaksanakan oleh para pihak. PB sebagai

hasil kesepaliaian, ' selernjufiiya 'waliU

' didaftarkan oleh parc pihak, ya{rg

: membuat PB, pada Pengadilan Hl di

j wilayah . para pihak mengadakan PB,

, untuk mendapatkan akta bukti

pendattaran. Akta bukti pendaflaran

merupgk4n bagian yang tidak terpisahkan

' dari PB.

i Apabila PB dimaksud tidak

dilaksanakan oleh pihak yang
't,

j berkewajiban. pihak yang dirugikan

1 Ad'fat"*engajukan'permohonan' eksekusi

kepada Pengadilan t{l di wilayah dimana

PB didaftar, untuk mendapat penetapan

, eksekusi. Apabila pemohon :eksekusi

;'beidomisili di luar Pengadilan'Hl tempat

penddftaran 'PB, pemohon eksekusi

i mengajukannya melalui"Pengadllan Hl di
I

wilayah '''domisiti pemohon.- '' 'untuk

diteruskan'r:'fts: ' Pengadilan I'll yang

b€rl(ompeten' melaksanakan eksekusi

(Pusnl '7 ttIJPPHI); :

' ' , Khusus dalam kasus perselisihan

,.PHKi 'epabila tidak dapat diselesaikan

1 dengan cara perundingan, pengusaha

' hanya dapat melakukan PHK terhadep

pekeda setelah memperoleh penetapan

dari , lembaga PPI-ll. Permshonan

penetapan d.ilakukan secara tertulis

diserrai alasan yang menjadi dasar PHK,

tllFo HUXUfi Wt,, T.htnt W 20ft



dan bukti perundingan.

Penetapan atas permohonan PHK

hanla dapat diberikan apabila benar-benar

tclah dilakukan pcrundingan. dan tidak

menghasilkan kesepakatafi Oasul tlt uyat (2)

dan (3) dan Pasol l52 AUKn,

Dapat terjadi bahwa salah satu

pihak tidak bersedia berunding. Dalam

hal ini para pihak dapat melampirkan

bukti upaya pcrund,ingan sepcrti rnisalnya

sural undarrgan. pcrntreritahuan. lawaran

konrep bahan peldingan untuk

perselisihan kepentingan. , Sekurang-

kurangnya upaya itu telah dilakukan

sebanyak tiga kali dalam suatu waktu

tertentu. dengan ketentuan tidak lebih dari

wahtu 30 hari (Potsul .t n.tittt (.t) ltllPPH|),

l)c'ngan gagaIn1'rVditolaknya suatu

tawaran perundingan. metnberikan hak

kepada pihak lawan untuk melakukan

tirtdakan' untuk menekan pihak lawan.

Fekerja dapat melakukan mogok apabila

pengusaha rnenolak/gagal berunding,

scbaliknl'a pcngusahn dapat melakukan

pcnutupan perusahaan tloc'k ttull dalarn

hal pekerja menolak/gagal berunding

(Pasol t17 llIJKt( ilon Pasul t46 UUfn.

B. PENCATATAII PERSELISIHAII

Tidak selamanya perundingan mencapai

kcscpakalan. apabila penye{esaian secara

rrruslarvarah unluk muluknt tidak tercapai.

pengusaha dan/atau pekerjdSP

selanjutnya mencatatkan perselisihannya

pada instansi ketenagakerjaan seteinpat

dengan melampirkan bukti bahwa upaya

penyelesaian melalui perundingan bip4rtit

telah dilakukan.

Apabila bukti dimaksud tidak

ditampirkan, instansi ketenagakerjaan

mengem-balikan berkas untuk dilengkapi

paling lambat dalam waktu tujuh hari

kerja terhitung sejak tanggal diterimanya

pengembali6n- berkas. Setelah menerima

pencatatan dari salah satu ratau para

pihs$'ifr3tansi ketenagake$aan setempati

wajib menawarkan kepada para pihak

untuk rnenyepakati memilih penyelesaian

melalui arbitrase (untuk perselisihan

kepentlngan 'dan dntar SP dalam satu

perusahaan), atau melalui komiliasi

(untuk perselisihan PHK, kepen-tingan

dan antar SP dalam satu perusahaan)

guna memberikan kebebasan bagi pihak

yang berselisih untuk mernilih cara

penyelesaian perselisihan yang mereka

kehendEki Qasal 1 aaPPHt).

Apabila para pihak tidak

menyepakati untuk memilih penyelesaian

melalui konsiliasi/arbitrase dalam waktu

tujuh hari' kerja. instansi ketenagakerjaan

melimpahkan penyelesaian perselisihan-

nya kepada mcdiator. dan penyelesaian

NFQilUKAflWLI lrim tdf, t000



nrclalui mcdiator rneniadi penyelesaian

lang wa.iib ditcmpuh (Pustl 4 u.tut (4) tlon Pusul

6,|iUPPHI) '.1

hak. tJtJPPlll tidak mc'mberi kewenangan

kepada konsiliator/arbiter , untuk

menengahinya, kewenangan

rncnyclcsaikan pcrselisihan hak cliluar

pengadilan hanl'a , diberikan kepada

mediatOr.

. C. PENYELESAIAN MELALUI ,

. \ PENENGAH

,, , Ada tiga pilihan penyelesaian di

r luar pengadilan dengan bantuan pih$,

kctiga atau pcnengah. yang dapat dipilih

, ofeh para pihak yang berselisih dalam

ill rncnyelesaikan pertikaian diantara

. mereka. Dapat diternpuh.melalui arbitrase,:'
, atau konsililiasi, yang dipilih dengan
:l-' kesepakatan. atau bila tidak tercapai

, kesepak-atan. penyelesaiannya . dilakukan

, rnclalui rncdiasi sa.iib.

1. Arbitrase 
,

, Arbitrase datarn pengertian yang

' umum adalah, penyelesaian suatu ,

: perselisihan atau perkara oleh 
.

. seorirng/beberapa, orang wasit (aqbitel),,

,, t'artg diturliuk hcrsarna oleh para pihak

' yang bcrperkara",untuk diselesaikan diluar

pengadilan.

Pada dasarnya arbitrase merupakan suatu

proses penyelesaidn sengketa para pihak

yang dilakukan secara musyawarah

dengan 'menunjuk pihak ketiga sebagai

' wasit; 'yang dituangkan sebelumnya
:

, dalam pembuatan perjanj ian, atau''sbtelah'':

: terjadinya perselisihan

Bentuk penyelesaian perselisihan melalui

arbitrase. dapat teriadi. karena

sebelumnya tetah dituangkan di .dalam

, perjanjian. di 'manh para pihak sepakat

untuk rnenyelesaikan sengketa yang

; terjadi dfantara para pihak yang berjanji.
I

. yst€ niungkin akan timbut di kemudian :

, hari, ,'diputuskan oleh 'omng ketiga,

seorang/ :beberapa orang arbiter. yang

ditunjuk'olel:para pihak yang berperkara

untuk diselesaikan diluar pengadilan.

, Pemilihan p,enyelesaian melalui arbitrase
i

I dapat juge dilakukan atas kesepakatan.
i

i bersama setelah timbulnya .perselisihan. ,

seca{a . musyawarah menunjuk pihak

ketiga. untuk " membantu rnenengahi

penyelesaian perselisiha n uoni Emifton,20011

Sedangkan pengertian arbitrase menurut

Undang:undang Arbitrase yang berlaku

sekarang, adalah cara penyelesaian satu

perkara perdata di luar peradi-lan umum 
'

yant dirdaxlrkan pada perjanjian arbitrasd :

/ang rdi'fsut seeara ,tertulis oleh para

pihak yang bersengketa ( Pasal t a.t.tt'(t),lLlt i

No,JtTt*un l,WI).

fiF6 trUnutr Fsii ftfisn ttfi tff8
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Proses penyelesaian perselisihan 7 Jangka waktu penyelesaian dilakukan

rnelalui arbilrasc pada umumnya, adalah dalam,6butan, bila semua persyaratan

scbagai br"'rikut: telah dipenuhi. Jangka waktu tersebut

I Arbiter dapat rnendengar keterangan terhi'tung sejak tanggal

setiap orang untuk hadir. setelah penandatanganan oleh arbiter . atau

diparrggil dengan patut: dokumen para pihak;

2 Arbiter dapat menunjuk seorang/para

ahli. menetapkan syarat-syarat,

menerima laporannya dan/atau

rnendengar keterangan mereka;

I Arbiter dapat nrcmutuskun perkara

berdasarkan dokumcn yang ada saja,

.iika para pihak mengusulkan/

' menyetujui;

4 Jika salah satu pihak, meskipun telah

dipanggil. tidak hadir tanpa alasan

yang-- sah. .iika arbiter merasa

pcnranggilan tcrscbut cukup. arbitcr

mempun,v"ai kewenangan untuk

rnelanjutkan arbitrase, dan

persidangannya dianggap telah

d'ilaksanakan dengan kehadiran semua

pihak:

8 Keputusan arbiter bersitht final dan

mengikat.

Terhadap putusan arbitrase dapat

diajukan permohonan pembatalan oleh

para.pihak. apabila putusan arbiter diduga

mengandung,lnsur-unsur sebagai berikut;

1. SuraVdokumen yang diajukan dalam

. peaeriksaan, setelah putusgn

diajukan, diakui, palsu/dinyatakan ,

palsu;

2. Setelah putusan diambil ditemukan

dokumen yang bersitbt menentukan.

yang disembunyikan oleh para pihak

lawan;

3. Putusan diambil dari hasil tipu

muslihat yang dilakukan oleh salah

5 Menentukan bahasa yang satu pihak dalarn pemeriksaan

tlipergunakan dalam arbltrase. dengan sengketa (JlJNo,.]0tuhunt999Pasol70). I

rnenrperhatikan $emua keadaan, Permohonan pembatalan putusan

khususnya bahasa perjanjian yang 'arbitrase diajukan secara tertulis dalam

dibual: jangka waktu paling tama 30 hari ,

6 Memiliki kewenangan penuh untuk terhitung sejak hari penyerahan dan

mendengar semua pihak. Kecuali pendaftaran putusan arbitrase kepada

dengan persetujuan arbiter dan para panitera pengadilan Negeri (pN).
pihak. pihak y'ang tidak terkait dengan permohonan pembatalan putusan

pcrkarn tidak bolch hadir (tertutup): 
arbitrase diajukan kepada Ketua pN.

NFOm//xAtY&l.ltthwW,tM
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Apabi.la,permolroflon, pembatalan

dikabulkan. Ketua PN menentukarr :lebih

laniut akibat penrbatalan seluruhnya atau

setiagian putusan arbitrase. Putusan,'atas

perinohonan pernbatalan ditetapkan oleh

Kctua PN dalarn waktu paling lambat 30

hari sejak permohonan diterima.

'ferhadap keputusan PN dapat diajirkan

penriohonan bandiirg ke MA (Pusul 7t dan

72 l'l' .\'o. .lll Tuhun 1999)

' Dalarn penyelesaian perselisihan

' ""'Arbiitef radalah'seorang atau lebih

yang dipilih oleh para pihak yang

berselisih 'dari dallar arbiter yang

ditet4pkan oleh Menteri untuk

rnemberikan ,,,putusan,, mgngenai

persel is i han kep-en1i n,ggn. dan persel isih- "

&fl' antar , SP/SB hanya .dalam satu

perusahaa5r yang diserahkan

penyelesaiannya: , melalui arb.itrase.

Putusan, arbitrase mengikat para pihak

dan b.els i f-at. llna l lp"l t. bu ti r ! s du n t 6 u t t PPtt t t

rnelalui arbitrase untuk,perkara''PPHI;
a, ,Tug$gdan Wewenang

beibeda dengan tata cara penyelesaiannya
Pokok perkara yang . dapat

dari ' ketentuanr I arbitrase yang betlaku ,,-,'-.^,.^- -^--.^dirninrakan penyelesaian, rnelalui jasa

umum (Undang'1111dang Nomor 30 Tahun abitrase.}+-anya:untuk sengketa, r.ne..ngenai

1999). [)alanr bcberapa hal diatur secara perselisihan kepenringan dan perselisihan

ie;rsend"ni rnenl,iinpang dari ketentuan antar.SP dalam satu perusahaan $aja trusut

arbitrase umum. MiSalnya dalam arbirrase z*uuPPHI),, ,

PPHI. pengajuan periibatalannya langsung ' Arbiter yang berwenang

\ga tidak ada lagi .tnenyelesaikan ,perselisihan hubungan

industrial adalah. arbiter yang telah
upaya kasasi.

, ditetapkan oleh Menteri 'l'enaga Kerja
Kewenanganarhitraseperselisihan dan'l'ran,smigrasi (Menakcrtrans).

lll, hanyalah menyclesaikan perselisihan 
Sedangkan wllayah. kerja arbiter adalah

kepcnlingan. 9rn. persclisihan antar SP diseluruh wilayah lndonesia.

hqn-ya dalarn satu perusaha,an saja.

Penyelesaiannya di luar atas dasar kesepakatan para pihak yang'

Pengadilan l-lubungan lndustrial, berselisih, Kesepakatan. pgra p-ihak,yang

dilakUkan rnelalui kesepakatan tertulis bcrfelisih . dinyatakan secara terlulis

dari para pihak ylng berselisih untuk dalam,surat per.iarqiian arbitrase. dibuat

rnc4y.erahkan pcnlelcsaian pqrselisihqq rangkap tiga dan masing-masing pihak

kcpada arbiter !ang putusannya mengi[<at mendapatkan 'Satu, ]an$, mempunyai

para pihak dan bersit'ai final. kekuatan hukum yang sama.

,trFd rURt tr Yfft ffnsfr iffi ?6t



Surat perjanj ian arbitrase

tlinraksud. sekurang-kurangnla memual:

l) nama lengkap dan alamat/tempat

kctludukan para pihak lang berselisih, 2)

pokok-pokok persoalan yang menjadi

perselisihan dan yang diserahkan kepada

arbitrase untuk diselesaikan dan diambil

putusan. 3 ) .ium tah arbiter yang

disepakati, 4) perny'ataan para pihak yang

berselisih unluk tunduk dan rnenjalankan

kcputusan arbitrasc: dan 5 ) tempat,

tanggal pembuatan surat perjanjian, dan

tanda tangan para pihak yang berselisih

(Pawl12 UUPHI).

Dalam hal para pihak telah

menandatangani surat perjanj ian arbitrase.

para pihak lrerhak ,mcmilih arbiter dari

duliar arbitcr !ang ditetapkan oleh

Mcnreri. Para pihak yang berselisih dapat

rnenunjuk arbiter tunggal/beberapa

arbiter (majelis) dalam 
'jumlah 

gasal

scbanyak-banyaknya tiga orang, Dalant

hal para pihak sepakat untuk menunjuk

arbitcr tunggal" para pihak sudah

mcncapai kcscpakatan dalam waktu

sclarnbat-larnbatnl a tuiuh hari ker.ia

tentang nama arbiter dimaksud. Apabila

para pihak sepakat untuk menunjuk

majelis arbiter dalam jumlah gasal,

masing-masing pihak berhak memilih

seorang arbiter dalam waktu selambat-

larnbatnya tiga hari ker.ia. sedangkan

arbitcr kctiga dircntukan oleh para arbiter

'}

yang ditunjuk dalam waktu selambat-

lambatnya tujuh hari kerja untuk

tliangkat sebagai Ketua Ma.iclis

Arbitrase.

Penunjukan arbiter dilakukan

secara tertulis. Apabila para pihak tidak

sepakat untuk menunjuk arbiter baik

tunggal maupun beberapa arbiter

(majelis) dalam .iumlah gasal. atas

permohonan salah satu pihak Ketua

Pengadilan dapat mengangkat arbiter dari

daftar arbiter yang ada. Seorang arbiter

yang diminta oleh para pihak unluk '

melakukan arbirdse terhadap perkara '

diantara mereka yang berselisih, wajib ,

memberitahukan kepada para pihak

tentang hal yang mungkin akan

mempengaruhi kebcbasannya atau

menimbulkan keberpihakan putusan yang

akan diberikan.

Arbiter yang menerima

penunjukan sebagai arbiter. secara

tertulis memberitahukan kepada para

pihak mengenai penerimaanya.

Kernudian rnetnbuat perjanjian

penunjukan arbiter dengan para pihak

yang bersellsih, tsinya sekurang- 
i

kurangnya memuat hal-hal sebagai

berikut: l) nama lengkap dan

alamat/tempat kedudukan para pihak

yang berselisih dan arbiter, 2) pokok-

pokok persoalan yang meniadi

iNFO HtlKUtVot,t hhun Vlil,2M



persclisiharr dan yang tliserahkan

arbiter untuk diselesaikan dan

kepada tidak dapat

diambil pihak pasot

dirninta kembali

4.1 a.yut (.1) UUPPHI)

.!

oleh para

keputusan, 3 ) biaya arbitrase dan

honorarium arbiter, 4) pernyataan para

,pihak 
yang berselisih untuk tunduk dan

rnen jalankan keputusan arbitrase, 5)

tr'rnpat. . tarrggal pcmbuatan surat

pcrianiian, dan tarrda tangan para.pihak

yang berselisih dan arbiter. 6) pgrnyataan

arbiter/par:a arbiter untuk tidak melampaui

kewenangannya dalam, penye,lesaian

perkara yang ditanganinya. dan 7) tidak

mc'nrpunyai huburrgan keluarga

scclarah/semendn sampai dengan dera.iat

kedua dengan salah satu pihak yang
..iberselisih. -\.\

Dalam hal arbiter telah menerima

penuniukan dan , menandatangani surat

perianiian. yang bcrsarrgkutan tidak dapat

mcnarik diri. kecuali atas persetujuan

para pihak. Arbitcr yang akan .menaqik

diri. rncngajukan pcrpohonan s'ecara

tertulis kepada para pihak. dpabila para

pihak menyetujui permohonan penarikan

diri dimaksud. yang bersangkutan dapat

dibebaskan dari tugas sebagai arbiter

dalarn peny'e lcsaian kasus tersehut,

Scgala bial'a Xrupg dikeluarkan berkaitan

dcngan , per.ianiian penunjukan arbiter

sebelum perjaniian tersebur tlibatalkan

oleh afbiter/majelis arbiter, biaya tersebut

. b. Proses Penyelesaian
'

. PPHI oleh. arbitEr diawali dengan

upaya m-endatnajkan kedua bela'h pihak_

yang,,, berseli,5ih. Apabila . qpaya

perdamaian 
.,qagal, 

arbiter/rnajelis arbiter

meneruskan sidang arbitrase. Dqlam

'persidangan arbitrase para pihak diberi

, keseinpatan "untuk "menjelaskan secara

i tertulis maupun lisan pend'irian masing- ,

l'masing' serta menga.jukan bukti yang '

dianggap perlu untuk menguatkan

pendiriannya dalarn .iangka waktu yang

tfi tdtapkan olch arbiter/majel is arbiter.

ArbiterAnaielis arbiter berhak

meminta kepada para pihak untuk
:

I mengajukaq penj-elasan tambahan secarq

,tertulis. dokqpen/bukti lainnya yang ,

': 
-dianggap perIu dalarn. jangka, waktu yang

' diterli u kan o I eh'.' arb iteir/m*a.i€1:i s, arhiter.

Yang dimaksud dengan nrembukakan

buku dan rnernperlihatka'n surat-surat,

misalnya buku tentang upahAurat

perintph lembur dan dilakukan oleh ,

orang yang ahli.soal pernbukuan yang

dituniuk oleh arbiter (pusnt ls ttupp,r)

Arbiter./maielis arbitel dapat,memanggil

,saksi/saksi ,ah'li , untuk didengar.

keterangannya.
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Sebelum memberikan keterangan.

para saksi/saksi ahli wa.iib rnengucapkan

surnpah/janji sesuai dengan agama dan '

kepercayaan masing-masing.. Biaya

pernanggilan dan perjalanan rohaniawan

untuk melaksanakan pengambilan

sunrpah/janii terhadap saksi/saksi ahli

dibebankan kepada pihak yang meminta.

Biaya pemanggilan dan Perjalanan

saksi/saksi ahli dibebankan kepada pihak

yang meminta. Biaya pemanggilan dan

pedalanan saksi/saksi ahli yang diminta

olch arbiter tlibcbankan kepada para

pihuk lfn.vrt r 6 t'ItPPtttl -

Arbircr r.ra.iib menlelesaikan PHI

tlalam waktu sclambat-lambatnya 30 hari

keria sejak penandatanganan surat

perjanjian penunjukan arbiter. Datam hal

terjadi penggantian arbiter, jangka waktu

30 hari kcqia dihitung sc.iak arbiter

pengg0nti nrenandatnngani perjanjian

arbirrase.

Pemeriksaan atas perselisihan dimulai

dalam waktu selambat-lambatnya tiga hari

kerja setelah penandatanganan surat

peqianjian penuniukan arbiter. Atas

kesepakatan para pihak. arbiter

bcrur,'nang untuk ntetnperpaniang jangka

waktu PPHI satu kali. selambat-lambatnya

, 14 hari kerja.

Pemeriksaan PHI oleh

arbiter/majelis arbiter dilakukan secara

tertutup kecuali para pihak Yang

berselisih menghendaki lain. Dalam

sidang arbitrase. para pihak YSng

b,erselisih dapat diwakili oleh kuasanya

dengan surat kuasa khusus. Yang

tlimaksud surat kuasa khusus acJalah.

kuasa yang diberikan oleh pihak yang

berselisih sebagai pemberi. kuasa kepada

seseorang/lebih selaku kuasanya untuk

mewakili pemberi kuasa untuk

melakukan -.. perbuatan hukum dan

tindakan la-innya yang berkaitan dengan

perkarariya yang dicantumkan secara

khusus dalam surat kuasa (Pasal 40dan Posal

42 UUPPHT).

Apabila pada hari sidang Para

pihak yang berselisih/ kuasanya tanpa

suatu alasan yang sah tidak hadir.

walaupun telah dipanggil secara patut. i

arbiter/majelis arbiter dapat membatalkan ,

perjenjian penur{ukan arbiter dan tugas

arbiter/majelis arbiter dianggap selesai.

Apabila pada hari sidang pertama dan

sidang-sidang selanjutnya salah satu

pihak/kuasanya tanpa suatu alasan yang

sah tidak hadir walaupun untuk itu telah

dipanggil secara patut, yaitu para pihak 
I

telah dipanggil berturut'turut sebanyak

tiga kali, setiap panggilan maEing'masing :

dalam waktu tiga hari. arbiter/majelis

arbiter dapat memeriksa perkara dan i

menjatuhkan putusannya tanpa kehadiran
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salah satu pihalc/kuasafila easut 4J ayat (t)

tlan (2) lttlPPHI)
'l'erhadap kcgiatan dallm

pemcliksaan dan sidang arbitrase dibuat

bcrita ae ara perne riksaan oleh

arbiter/ma.ielis arbiter. Putusan sidang

arbitrase ditetapkan berdasarkan per*turan

perundang-undangan yang berlaku,

perjanjian. kebiasaan. keadilan' dan

kepentingan umum (Putut 49 L,ttppHt).

PPI ll nrelalui arbitrasc )'ang telah

dilakukan ber<Jasarkan kesepakatan para

pihak, tidak dapat diajukan gugatan ke

Pengadilan Hubungan lndustrial, karena

putusan arbitrase bersit'at akhir dan tetap,

kecuali dalam hal-hal tertentu dapat

dia.iukan pembatalan kcpada MA TpasutSr

l!l,t'Plil)

c. Pemanggilan Saks\

Siapa, saja, yang diminta

keterangannya oleh arbiter/majelis arbiter

guna penyelidikan untuk PPHI. qa.iib

rnembcrikann)'a. termasuk nrernbukakan

buku dan rnenrpcrlihatkan surat-surat

yang diperlukan. Dalam hal keterangan

yang diperlukan oleh arbiter terkait

dengan rseseorang yang ltarena jabatannya

menjaga kerahasiaan. ditempuh prosedur

sebagaimana cliatur tlalanr peraturan

pcrundang-undarrgan 1,ang bcrlaku,

.'.' ,' !

Oleh karena pada jabatan-jabatan tertentu

berdasarkan peraturan perundang-

undangan rnenjaga kerahasiaannya.

permintaan keterangan kepada pejabat

dimaksud sebagai saksi ahli rnengikuti
1

prosedur yang ditentukan. Untuk itu;"

arbiter wajib merahasiakan semua

keterangan yang diminta dari pejabat

dimaksud (Posut 47 UUPPHI)

d. Penyeles*ian,dengan Kesepakatan

Apabila perdamaian tercapai,

arbiterfil@jelis , arbiter membuat , Akta

P-er#ntaian . yang ditandatangani oleh

para pihak yang berselisih dan

arbiter/majel is arbiter.

Akta Perdamaian dimaksud

didaftarkan di Pengadilan Hl di wilayah

arbiter mengadakan perdamaian.

Pendaftaran Akta Perdamaian dilakukan

i sebagai"'berikut': I ) Akt Perdaniaian

yang telah didafiar diberikan akta bukti

, pendatlaran dan'merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Akta Perdamaian.

2) apabila Akta Perdamaian tidak

dilaksanakan oleh salah satu pihak,

pihak yang dirugikan dapat mengajukan

, permohonan eks€kusi kepada Pengadilan

Hf di wilayah Akta Perdamaian didaftar

i untuk,i mendapat penetapan eksekusi. 3)

dalam hal pemohon eksekusi berdomisili '

di l,uar wilayah,, hukum Pengadilan Hl

tempat pcndatlaran Akta Perdamaian.
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pemohon eksekusi dapat

mengajukan permohonan eksekusi

melalui Pengadilan Hl di wilayatr

domisili pemohon eksekusi untuk

I r.Jit.r,,rkon kc Pcngadilan 1{l yang

bcrkomperen mclaksanakan eksekusi

(Pttsol 44 UUPPHI)

e. Keputusan Arbitrase

: Putusan sidang arbitrase

ditetapkan berdasarkan peraturan

perunclang-untlangan yang berlaku.

peqianjian. kebiasaan, keadilan dan

kepentingan umum. Putusan arbitrase

,' rTl€lllUOti

l) kepala putusan yang berbunyi "DEMI

KEADIT.AN BERDASARKAN

. KIJI'l'JIIANAN YANC,-MAI{A ESA'" 2)

namo lengkap dan alamat arbiter/majelis

arbiter, 3) nama lengkap dan alamat para

pihak, 4) hal-hal yang termuat dalam

:i surat perjanjian yang diajukan oleh pari

, pihak yang berselisih. 5) ikhtisar dari

r tuntutan. .iawaban. dan penjelasan lebih

: laniut para'pihak yang berselisih. 6)

' pertimbangan yang menjadi dasar

putusan. 7) pokok putusan, 8) tempat dan

tanggal putusan. 9) mulai berlakunya

., putusan,' ' dan l0) tanda tangan I

arbiter/ma.iel is arbiter.

Tidak ditandatanganinya putusan '

arbiter oleh salah seorang arbiter dengan ;

alasan sakiVmeninggal dunia. tidak

mempengaruhi kekuatan berlakunya

putusan. Alasan tentang tidak adartya

tanda tangan dimaksud dicantumkan

dalam putusan. Selanjutnya dalam:

putusan arbitarse. ditetapkan bahwa

selambat-lambatnya 14 hari kerja ,

putusan tersebut sudah dilaksanakan.

Putusan arbitrase mempunyai kekuatan

hukum yang rirengikat terhadap para pihak

yang beqglisih dan merupakan putusan

yang bersifat akhir dan tetap. Upaya 
r

hukum melalui permohonan pembatalan r

dimaksudkan untuk memberi kesempatan

kepada pihak berselisih yang dirugikan

(Posal50 UUPPHI)

Arbiter/rnaielis arbiter tidak

dapat dikenakan tanggung jawab hukum i

apapun atas segala tindakan yang 
:

diambil selama proses persidangan :

berlangsung untuk menjalankan '

fungsinya sebagai arbiter/maje I is arbiter.

kecuali dapat dibuktikan adanya itikad

tidak baik dari tindakan tersebut Pasut 54

uuP.PHI). 
i

t. Permohonan Pembntalan 
',

Karena PPHI melatui arbitrase i

dilakukan berdasarkan kesepakatan para
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pihak. prtu*n arbitrase tid;k dapat MA memuruskan peimorronin pemuiiir-

diajukan gugatan ke Pengadilan aq dalam w4ktq selanlbat-lambatnya 30

Hubungan lndustrial. Putusan arbitrase hari kerja terhitung sejak menerima

bersifat akhir dan tetap, kecuali dalam permohonan pembatalan fasat s2 ayot (2)

hal-hal tertentu dapat diajukan 
" 

don Pasat s3 UUPPHI). 
1

pembatalan ke Mahkamah Agung. ' g. Pelaksanaan Putusan

Salah satu pihak dapat Putusan arbitrase yang tetah ditetapkan

mcngajukan perntohonan . pembatalan oleh arbiter. selanjutnya didaftarkan di

kc'pada MA dalam waktu selambat- Pengadilan tJl di wilayah arbiter

lambatnya 30 hari kerja sejak , menetapkan putusan. Dalam hal putusan :

ditetapkannya putusan arbiter. r arbitrase tidak dilaksanakan oleh salah

: Permohonan pembatalan itu dapat , satu pihak, pihak yang dirugikan dapat I

::.

dilakukan. apabila putusan diduga , mengajukan permohonan fiat eksekusi di

mengandung unsur-unsur: l) surat/ eerilaoitan Hl yang daerah hukumnya

dokumen yang diajukan dalam meliputi tempat ketJudukan pihak terhadap

: pemeriksaan. setelah putusan dijatuhkan, siapa putusan itu dijalankan, agar putusan

. diakui/dinyatakan palsu, 2) setelah diperintahkan untuk dijalankan. F6rintah

putusan diambil ditemukan dokumen I dimaksud ' dlberikan dalam waktu ,

yang bersifat mqnentukan, yang , selambat-lambatnya 30 hari kerja :

i:
disembunyikan oleh pihak lawan.' setehfi'permohonah"' didaftarkan: padb

l) putusan diambil dari tipu muslihat I Paniteia'"Pengiidilan Negeri setempar

. )ang dilakukan oleh salah satu pihak deirgan :"'tidak merneriksa alasan/.

dalam' perneriksaan perselisihan, 4) pertimbangan dari putusan arbitrase easil t

putusan melampaui kekuasaan arbiter Hl, ; J, UUPPHI). ,

dan 5) putusan bertentangan dengan 2' Konsiliasi

peraturan perundang-undangan (pasot 52 
I Perselisihan ' kepentingan, ,i

: 
o.rirr(r) LtUppH't) perselisihan PHK, atau.perselisiharl antar l

, Dalarn hal perrnohonan dimaksud SPVSB dalam 6atu peru$ahaan. yang tglah

. dikabulkan" ,MA'mcnetapkan akibaf darii dicatat, ppda instansi ketenagakerjaan".

pernbatalan 'baik seluruhnya/sebagian dapat diselesaikan melalui konsitiasi atas

putusan arbitrase. kesepakatan kedua belah pihak.

,,j 
!
I

:
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Konsiliator adalah pejabat yang mencacatkan perselisihannya kepada

memenuhi syarat-syarat sebagul instansi' ketenagakerjan setempat' dan

konsiliator yang ditetapkan oteh Menteri. setelah menerima saran pejabat

Konsiliator terdaftar dan memiliki . ketenagakerjaan setempat' para pihak 
'

legitimasi oleh Menteri/Pejabat instansi l:sepakal untuk memilih penyelesaian

4. Tugas dan Wewenang

UUPPHI mengakomodasi

keterlibatan masyarakat dalam PPHI'

antara lain melalui pernberian kesempatan

untuk menjadi konsiliator dalam PPHI

melalui proses konsiliasi. Konsiliasi

hubungan industrial adalah penyelesaian

perselisihan kepentingan, perselisihan

PHK, atau perselisihan antar SP dalam

satu perusahaan. melalui musyawarah

)'ang ditengahi oleh konsiliator yang

ncfral (Po.rfl, I hutir l.l UUPPHT)

ketenagaker.iaan.

1'ugas konsiliator adalah melakukan

konsiliasi dan apabila tidak dapat

diselesaikan secara musyawarah,

memberikan anjuran tertulis kepada para

' pihak yang berselisih dalam

rnenyelesaikan perselisihan kepentingan,

psrsclisihan Pl{K. atau perselisihan antar

SP/SI] dalam satu perusahasn (Puwt t hutt

ll don Pusul l9 u.vnt (2) UUPPHI).

Dalam menialankan tugasnya, konsiliator

berkewajiban untuk: l) memanggil para

pihak yang berselisih untuk daPat

didengar keterangan yang diperlukan.

, 2) rnengatur dan memimpin perundingan,

3) membantu membuat Perjanjian
:

bersama. apabila tercapai k-esepakatan,

4) mernbuat anjuran secara tertulis,

apabila tidak ' tercapai kesepakatan

: penyelesaian, 5) membuat risalah PPHI.

' 6) membuat laporan hasil PPHI

(Permeno*erftuns No. PE R- I 0/M EN/V/2005)

. b. Proses Penyelesaian

Penyelesaian melalui konsiliasi

dilaksanakan. setelah para Pihak

melalui konsiliasi.

Pemilihan konsiliator dilakukan dari

daftar nama konsiliator yang dipasang,

dan diumumkan pada kantor instansi

ketenagakeljaan setempat. Permintaan

penyelesaian melalui konsiliator yang

dipilih oleh para pihak dilakukan dengan

kesepakatan te rtulis. Penyelesaian

perselisihan melalui konsiliasi dilakukan

oleh konsiliator yang terdatlar pada

kantor instansi ketenagakerjaan

Kabupaten/Kota euil t7 tlan tE UUPPHI).

Setelah menerima Permintaan

penyelesaian perselisihan secara tertulis
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' 
dui.l':para pihak. konsiliatoi yang:diiun;uk

dan d,isepakati oleh para pihak segera: ,l)

mencatat dalam buku yang dibuat khusus

untuk' itu, 2).rnelakukan penelitian berkas

per.selisihan termasuk risalah perundingan

I bipartit,,'3) melakukan sidang konslliasi

paiing lambat tuiuh hari 'keda ,setelah

menerima permintaan penyelesaian secara

tertulis. 4) memanggil para pihak secara

tertulis untuk menghadiri sidang dengan
t..

mempertiinbangkan waktu pdnggilan

sehingga sidang konsiliasi dapat

dilaksanakan selarnbat-lambatnya tu.juh

hari kerja sejak 'meneriina penyerahan

penyelesaian persel isihan.

Dalam melaksanakan'konsiliasi,

diupayakan penyelesaian perselisihan

secara musyawarah untuk mufakat.

Apabila konsi.liasi mencapai

kesepakatan. rncmbantu membuat PB

secara tertulis. yang ditandatangani oleh

para pihak dan disaksikan oleh

konsiliator, Kemudian memberitahu para

pihak untuk menddftarkan PB yang'telah

ditandatangani" ke Pengadilan Hl pada PN

$etempat" untuk mcndapaikan akta bukti
. .:
pendatlaran

Bagi 
'pihak yang 'menggunakan

.iasa kuasa hukum dalarn sidang konsiliasi.

rnaka pihak yang mdnggunakan jasa kuasa

hukum tprsebut. harus tetap hadir,

Apabila pari pitrat< tetatr dipanggil

dengan - mernpertimbangkan waktu

penyelesaian,: ternyata pihak .pemohon

: tidak hadil;i maka konsiliator melaporkan

kepdda ', insta*si ketenagakerjaan

Kabupaten/Kota setempat untuk dihapus'"

dari buku perselisihan
I Apabila para pihak telah,:dipanggil dengan

mempertitnbangkgn. waktu penyelesaian

, lerny4ta pihak termohqn tidak hadir, maka ,

:

, konsiliatgr mengeluarkan aniuran tertulis

berdasarkan dala,-v.ang ada Demikian pula

untuk p,elyelesailn perselisihan yang tidak

, -.1":-l,...,fPSi 
kesepakatan, dalanl waktu

: selambat-lambatnya '10 sepuluh hari 'kerja

' sejak sidang konsilidsi pertama, konsiliator

mengeluarkan ' anjuran secara tertulis',

kepada para pihak.

Bagi pihak yang tidak rnenjawab

anjiirah secara't€'rtulis dalam waktu l0

hari kerja sejak anjuran tertulis

dikeluarkan. dianggap menolak ailjuran, ,

; selanjutaya konsiliator mencatat dalam

bukri perselisihan'bahwa perselisihan

. tidak ' dapat ' ' 'diselesaikan melalui ,

konSiliasi. Anjuran yang disetujui yang

dinyatakan secara tertulis. konsiliator

, 
membanlu pembuatan perjanjian ber

i sama selambat-lambatnya 3 hari kerja 
i

, 
sejak anjuran disetujui, untuk

ditandatangani oleh para pihak dan 
;

I konsiliator sebagai saksi. 
,

i:
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q;

Apabila tlalam mengeluarkan anjuran. Siapa saja yang diminta keterangannya

konsiliator mengambil pertimbangan dari oleh konsiliator, guna penyelesaian

keterangan yang harus dirahasiakan . perselisihan hubungan industrial, wajib

menurut permintaan pemberi keterangan, memberikan keterangan termasuk

maka dalam anjuran konsiliator cukup , membukakan buku dan mempertihaJkan

rnenyatakan kesimpulan berdasarkan 
i 
surat-surat yapg diperlukan. Yang

keterangan yang harus dirahasiakan dalam dimaksudkan dengan membukakan buku

pertirnbangannl'a. llasilnya dibuatkan dan memperlihatkan sural-surat adalah.

risalah penyelesaian perselisihan. antara lain buku tentang upah, surat

Konsiliator menyelesaikan tugasnya : perintah tembur. yang dilakukan oleh '

dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari : orang yang ditunjuk konsiliator. Dalam

kerja terhitUng sejak menerima hal keterangan yang diperlukan oleh

permintaan penyelesaian perselisihan. : konsiliator ' terkait dengan seseorang

Semua hasil akhir konsiliasi dibuatkan ! yang '..r, karena jabatannya menjaga

risalah pen;-'elesaian perselisihan kerahasiaan. ditempuh , Prosedur

perselisihan. fosut 20 dan 25 uuPPHt,la:sebagaimana diatur dalam peraturan 
i

Permcnu-*ertrans No, PER-\0/MEN/r/2005). , perundang-Undangan yang berlaku.

Semua hasil akhir konsiliasi ; Konsiliator wajib merahasiakan semua

dibuatkan risalah penyelesaian i keterangan yang diminta, apabila .

perselisihan . (posut 20 ttan 2s UUPPHL Jo. keterangan itu seharusnya dirahasiakan.

pernenu-heilruns No. pEfr-ilt/MENfil2[tts). Oleh karena pada.iabatan-.iabatan tertentu

c.PemanggilanSrksiberdasarkanperaturanpcrundang.
Dalam menjalanakan tugas oun undangan menjaga kerahasiaannya'

fungsinya, konsiliator dapat memanggil I permintaan keterangan kepada pejabat I

saksi/saksi ahli untuk hadir dalam sidang i dimaksud sebagai saksi ahli mengikuti 
'

konsiliasi dan mediasi guna diminta dsn : Prosedur 
lunt . 

ditentukan' contoh' 
'

didengar keterangannya. saksi/saksi ahli undang-undang Nomor 7 Tahun l97l'
' :tentang, ' Ketentuan-ketentuan Pokokyang memenuhi panggilan. berhak

Kearsioan. Contoh lain. dalam hal'
menerima pcnggantian biaya perjalanan ' )rr rcrrrr uqrqrrr 11

dan akomodasi yang besarnya ditetapkan 
. seseorang meminta keterangan tentang

, i rekening milik pihak'lain akan dilayani ,

dengan Keputusan Menteri (Posot 2t , 'o^. ]:"' ::'" :""1:
UuPPHI).'olehpejabatbankapabilatelahadatjin
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dari Bank lndonesia. atau, dari pemilik

rekening yang bersangkutan ffasut22 uuPHl

dtn UU No. I0 Ta'hua l99E).

, UUPPHT tidalc mensyaratkan l

i keterangan saksi dalam konsiliasi ;

diberikan dibawbh 
.sumpah 

sebagaimana :

dipersyaratkan terhadap saksi di dalam,

proses arbitrase.

d. Penyelesaian Dengan Kesepakatan

; Apabita tercapai kesepakatan i

i penyelesaian melalui konsiliasi, dibuat i
I

.i
: PB yang ditandatangani oleh para pihak,

disaksikan oleh konsiliator dan didaftar di :

Pengadilan l"ll di wilayah hukum pihak-

pihak mengadakan PB untuk

mendapatkan akta bukti pendaftaran.

i Pendaftaran PB di Pengadilan Hl, 
,i:.,:i

, diberikan akta bukti .pendaftaran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan ,

dari PB. Apabila PB dimaksud tidak

dilaksanakan. pihak yang dirugikan dapat

mengajukan permoh.onan eksekusi di 
,

Pengadilan Hl di wilayah PB di daftar

: untuk mendapat Benetapan eksekusi. Bagi i

, pemohon eksekusi yang berdomisili di i

luar wilayah hukum Pengadilan ,H.l ,

dimaksud. pemohon dapat

menga.iukannya melalui Pengadilan

Hubungan lndustrial di wilayah dornisili I

pemohon, untuk d'iteruskan ,kepada 'PN ,

yaeg bgrkornpeten melaksanakan

ekSekuSi (Putttt 23 ayar (l) tlan{2) UUPPHI).

Fendaftaran PB dilakukan sebagai

berikut:

1.. PB yang telah didaftar diberikan akta

bukti pendaftaran dan merupakan"

bagian''yang,,tidak terpisahkan,dari'

PB:

2. Apabila PB dimaksud tidak

ditaksanakan oleh salah satu pihak,

pihak yang dirugikan dapat

merigajukan permohonan eksekusi di

Pengadilan Hl di wilayah PB di daftar
.. ti*, ;' 'rihtuk mendapat penetapan eksekusil

3. Apabila pemohon eksekusi

berdomisili di luar wilayah hukum

Pengadilan lll tempat pendaftaran PB,

pemohon eksekusi dapat mengajukan

permohonan eksekusi melalui

Pengadilan Hl di wilayah domisili

pemohon eksekusi untuk diteruskan

ke Pengadilan Hl yang berkompeten

melaksanakan eksekusi (Pusut 23 u.yar (3)

IJI]PPHI).

UUPPHI tidak mengatur bentuk tertentu

dari PB yang akan dibuat sebagai hasil

musyawarah yang melahirkan

kesepakatan, Dalam hal ini. dapat

dipedomani bentuk risalah perundingan

yang diatur dalam UUPPHI.

I
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Dalam membuat risalah perunOingan

sekurang-kurangnya nlemuat: l) nama

' lengkap dan alamat para pihak. 2) tanggal

' d"n tempat perundingan, 3) pokok 
'

: masalah/alasan perselisihan. 4) pendapat

' para pihak. 5) kesimPulan/hasil

perundingan. dan 6) tanggal serta

tandatangan para pihak yang melakukan

perunding?ft (Prtul 6 a]ttPPH|).

e. Anjuran Tertulis

Apabila penyelesaihn melalui

konsiliasi tidak tercapai kesepakatan,

konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis,

datam waktu selambat-lambatnya l0 hari

keqia se.iak sidang konsiliasi pertama.

Anjurarr tertulis tersebut memuat:

I ) keterangan pekerja atau keterangan SP,

2) keterangan pengusaha. 3) keterangan

saksilsaksi ahli (aPabila ada), 4l

pertimbangan hukum dan kesimpulan

konsiliator, dan 5) isi anjuran.

Para pihak sudah memberikan

.iawaban sccara tertulis kepada konsiliator

yang isinya menyetujui/menolak anjuran

tertulis dalarn waktu selambat'lambatnya

l0 hari kerja setetah menerima anjuran

rertulis. Pihak yang tidak memberikan

pendapatnya dianggap menolak anjuran

rertulis. Dalam hal para pihak menyetujui

anjuran tertulis. dalam' waktu selambat'

lambatnya tiga hari kerja sejak anjuran

tertulis disetujui, konsiliator sudah

selesai membantu para pihak membuat 
:

PB untuk kemudian didaflar di

Pengadilan Hl di wilayah pihak-pihak

mengadakan PB. untuk mendapatkan altta

bukti pendaftaran (Pasrt 23 ayot (2) hUPPHI). 
:

f. Pengriuan Gugatan

Anjuran tertulis yang d'itolak oleh

salah satu pihak/para pihak. dapat

dilanjutkan penyelesaian perselisihannya

kc Pengadilan Ht setempat. Penyelesaian

selanjutnya:-. "'.': dilaksaiakan. dengan :

penga.iuan gulatan oleh salah satu pihak.

dengaR dilampiri risalah bukti perunding'

an dan hasil konsiliasi easotzt uuPPH,).

3. Mediasi

Penyelesaian perselisihan melalui

mediasi meliputi penyelesaian ,

perselisihan: a) hak, b) kepentingan, c)

PHK, dan d) persetisihan antar SP/SB !

dalam satu perusahaan.'Penyelesaian

melalui mediasi dilakukan dengan

musyawarah yang ditengahi oleh

seorang/para konsiliator yang netral (pasnt

I butlr ll UUPPHI).

Yang dimaksud dengan mediator

adalah pegawai instansi pemerintah yang

di bidang ketenagakerjaan Yang

memenuhi syarat-syarat sebagai mediator

yang ditetapkan oleh Menteri untuk

bertugas melakukan mediasi dan

i? ttfi',lllKt l* Vd,l tr,toll llf' l09t



'\.
mempunyai, kewajiban memberikan, ', , l) menganjurkan kepada para

anjuran 1ertulis kepada para pihak yang pihak yang bqrselisih. untuk

berselisih untuk , . mefi]el€saiks* , melundingkan terlebih daJnulu dengan

p6rselisihan yang me,njad$; itikad baik, 2) meminta keterangan,.

kewenangan ola fusttt t.barir t2 uuPPHll, : dokumen. dan surat-surat yang berikaitan

a. -,Tugas dan, Wewenang dengan,perselisihan, 3) mendatangkan

Apabila tidak,, ada, kesepakatan saksi atau ,saksi ahli dalam mediasi

kedua belah pihak untuk menyelesaikan apabila diperh,rkan,' ,4) membuka buku

perselisihannya melalui : dan meminta sural-surat yang diperlukan

komiliasilarbitrase, sebelum diajukan'ke i dari para pihak dan instansi atau lembaga

.: Pengaditan ' Ht.,, atau khusus , untu&' terkait; dan,S) menerima atau menolak

' perselisihan hak. ,terle'bih dahulu , waki[., pgra., pihak berselisih apabila

' diselesaikan melalui mediasi. Hal ini , ternyatal,tidak ,merniliki .surat kuasa

dimaksudkan untuk menghindaf i '-$e,Fllr@t{tklrtrans No' KEP'92/MEN /VI/2004)

menumpt*nya perkara PHI di pengadilan

(Posal 4 avat (4) UUPPHI). 
:

Dalam menjalankan tugasnya, ;

mediator berkewajiban untuk: l) 
,

memanggil , para , 
pihak yang berselisih

untuk dapat didengar keterangan yang

diperlukan" 2) mengatur dan memimpin 
,

rnecliasi. 3) membantu membuat

peqianiian bersama, apabila tercapai

kes.epakatan. 4) rnembuat anjuran secara

tertulis. apabila tidak tercapai

kesepakatan pcn,v-elesaian. 5) membuat wajib Penyelesaian perselisihan melalui

risalah PPlll. 6) membuat laporan hasil mediasi dilakukan oleh mediator yang

' bereda di . setiap kantor instansi

b. Proses Penyelesaian

Penyelesaian melalui mediasi di-

laksanakan setelah para pihak

mencatatkan per.selisihannya kepada

ilstansi ketenagakerjaan setempat, karena

tidak sepakat untuk menYelesaikal

perselisihannya melalui arbitrase atau .

. konsiliasi, atau karena menyangkut i

i pers-elisihan hak. Dengan demikian, 
,

i penyelesaian melalui mediasi menjadi

PPlil.

Dalam menjalankan kewajiban- i kptenagakerjaan Kabupaten/Kota.
:

nyq. mediator mempunyai kewenapgan i , Dalam waktu selambat-lambatnya I

setelah menerima 
'

untuk : i tujuh hari kerja 
,

i
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i pelimpahan l'Plll. mediator sudah

I rnengadakan penelitian tentang duduknya

I' perkara. Dalam waktu paling lama 30,hari

kerja sejak menerima pelimpahan

; perselisihan,'harus sudah menyelesaikan
::: tugasnya (Pusol l0dsn 1,1 uuPPl{l).

: pelimpahan berkas perse.lisihan.

mcdiator rnengarnbil langkah

, penyelesaian sebagai' berikuc l)
', metakukan penelitian berkas perselisihan,

",2', melakukan sidang mediasi paling

lambat tujuh hari keria setelah menerima

pe"lhnpahan tugas untuk menyelesaikan

persclisihan. 3) rnenranggil para pihak

secara tertulis untuk menghadiri sidang

'r dengan mempertimbangkan waktu

', panggilan sehingga sidang, mediasi dapat

r dilaksanakan selam,bat-lambatnya tujuh

' hari kerja sejak :menerima pelimpahan

tugas untuk mcnyelesaikan perselisihan,
' 4) rnelaksanakan sidang rnediasi dengan

rncngupayakan penyelesaian secara

I musyawarah untuk m,ufakat, 5)

mengeluarkan anjuran secara tertulis

I kepada para pihak apabila penyelesaian

tidak mencspai kesepakatan dalam waktu

sulambat-lambatnyu l0 hari kerja sejak

' sidang msdiasi pertama. 6) membantu

membuat pcrjanjian bersama (PB) secara

: tertulis apabila tercapai kesepakatan

penyeieriian. yang ditandatangani oldh

para pihak dan disaksikan oleh mediator.

7') memberitahu para pihak untuk

mendaftarkan PB yang telah

ditandatangani,para pihak ke Pengadilan

Hl tempar dimana PB ditandatangani

untuk mendapatkan akta blkti

pendaftaran. dan 8) membuat risalah pada

setiap PPHI.

Apabila datam proses mediasi

salah satu pihak atau para pihak

menggunaka$:jasa kuasa hukum, pihak

yang menggunakan .iasa kuasa hukum

ter.seb$&&arus tetap.hadjr. Apabila para

pihak telah dipanggil dengan memper-

tirn'bangkan waktu penyelesaian ternyam

pihak pemohon tidak hadir. permohonan

tersebut dihapus dari buku perselisihan.

Dalam hal para pihak telah

diparygil dengan mempertimbangkan

waktu pe-nyelesaian ternyata pihak

termohon tidak hadir. rnediator

mengeluarkan anjuran tertulis

berdasarkan data yang ada.

Dalam menjalankan tugasnya,

apabila diperlukan, mediator dapat

melakukan koordinasi dengan pegawai

pengawas ketenagakeriaan.

Untuk perselisihan yang diikuti

dengan ancaman pemogokan/penutupan

perusahaan. instansi ketenagakerjaan
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,, yane menerimil pimueiit;hu;'. pejauaiiang:'niemueii penugiiil,
' penrogokan/r pcnutupan perusahaan,' atas

penuniukan kepala

' ketenagakeriaan. mcdiator segerar teRulis,, mediator,,me.rnbantu pembuatan

mengupayakan penyelcsaian . dengan PB, secara,'tertulis selambat-laq*:banya :

', mempertemukan ' para 'pihak untuk tiga hari kerja sejak.anjuran,disetujui',
!

' melakukan musyaw.lrah agar tidak teijadi ' para pihak yang kemudian ditandatangani

pemogokan/penutUpan perusahaan. Dalam oleh para pihak dan 'mediator, sebagai

hal musyawarah untuk rnenghentikan saksi /prsrl t.t uuppHr)

pcmogokan/penutupan perusahaan tidak c. pemanggilanSaksi

: tereapai. penl'elesaian perselisihan Mediator dapat. mernanggil saksi/saksi,.l

r, dilanjutnyasebagaimana,rnestinla. ,: ahli untuk,hadir dalam sidang.mediasi

, Anjuran ter"tulis mediator' inemuatr rt)': guna ,*iitdiminta .dan , didengar
r keierangan pekerja/sP, 2) keterangan., ugghng*onya. Siapa saja,:yang diminta

', pengusaha. 3) keterangan saksi/saksi ahli keterangannya .oleh mediator guna

' apabila ada. 'l) pertimtrangan hut<um dair penyelesaian PHI wajib memberikan
' kesirnpulan tnccliattrr. dan 5) isi anjuran. keterangan termasuk membukakan buku

' Apabila mediator' <Jalarn mengeluarkan dan memperlihatkan surat.surat yang
: aniuran ada pertimbangan keterangan , diperlukan. antara', ,lain buku ,tentagg

: YanB ' harus 'dirahasiakan' menurut ; upahlsurat,perinmh lembur..dan }ain,lain

permintaan pemberi keterangan, dalam yang dilakukan oleh orang yang,ditunjuk

aniuran nre<liator cukup rnenyatakan mediator.
l: keisirnpulan berdasarkan keterangan:'yang . ,Dalam . hal keterangan

' harus dirahasiakan ' 'dalam yang diperlukan oteh mediator terkair

pcrtimbailgannya.
: dengan ses€orang yang karena |.abatannya

Apabila para pihak tidak 
: 
menjagr,, kerahasiaan. diternpuh

meniawab anjuran rsecara tertulls, I prosedur. sebagaimana . diatur dalam,,

dianggap menolak anjuran, 'msdifitor , peraturan perundang:undangan yang

mencalat dalarn buku perselisihan bahwa berlaku, Untuk itu, mediator wajib

perselisihan titlak ilapat diselesaikanr nierahasiakan semua keterangan iang,
rnelalrriinediasidannrelaporkankepada.dim|nt-6.'
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Contoh, dalam hal seseorang meminla , PB, pemohon eksekusi dapat mengajuRan

, keterangan tentang rekening milik pihak permohonan eksekusi melalui Pengadilan

' lain, akan dilayani oleh pejabat bank Hl di wilayah domisili pemohon eksekusi

. apabila telah ada izin dari Bank untuk diteruskan ke Pengaditan Hl yang

, lndonesia/dari pemilik rekening yang berkompeten melaksanakan eksekusi

bersangkutan. sesuai dengan ketentuan',Oasat I3 uaPPH,) , '

' UU Nomor l0 Tahun 1998 tentang 
:

- e. Anjuran Tertulis' Perbankafi (Posttt tl dan t2 UUFPHI)' 
Mediator menyeresaikan

. d; penyeresairn Dengan r(esepakatan lelsnia .1t:* , luotu . 
selambat-

: , Apabira penyeresaian . dengan , 
lambalva 30' hari rlja'terhitung sejali

. - , menerima pelimpahan penyelesaian: kesepakatan dapat tercapai atau anjuran
perselisihan. Dalam waktu selambat-

mcdiator diterima dan disepakati oleh
, lambatnya ''*tujuh hari kerja setelah

kedua belah pihak, dibuat PB yans :

ditandatangani oreh para pihak oui 
' 

ttnffit pelimpahan penyelesaian

disaksikan oteh mediator, unruk kemudian lott::::ot:: -,,tto'u'ot 
mengadakan

penelitian tentang duduknya perkara dan
didaftar di Pengadilan Hl di wilayah

. hukum pihak-pihak mengadakan pB. guna :::t*..T:ngadakan'Sidang 
mediasi eusat

l0 don lS UUPPHI)

mendapatkan akta bukti pendaftaran. tt iUUU," Oi Ouf** penyclesaian melalui
. sudah diselesaikan dalam waktu selamba" '. tc!.rrr w'rr\ru rsterrrue* mediasi, tidak tercapai kesepakatan

' lambatnya tiga hari kerja sejak , penyelesaian pHl. mediator menidak.
persetuiuan .disepakati. mediator : lanjutinya dengan mengeluarkan

membantu para pihak membuat PB. , anluran tertulis. yang dimaksud

Apabila PB dimaksud tidak ' dengan anjuran adalah pendapat/

dilaksanakan oleh salah satu pihak. pihak saran yang diusulkan oleh mediaror

yang dirugikan dapat mengajukan kepada para pihak dalam upaya

r permohonan eksekusi kepada Pengadilan,; menyelesaikan perselisihan mereka.
' Hl di wilayah PB didaftar untuk mendrp.t 

' Anjurun dimaksud dalam waktu
penetapan ,eksekusi. Dalam hal pemohon selambat-lambatnya l0 hari kerja sejak

eksekusi berdomisiti di luar wilayah sidang mediasi, peftama sudah

hukum Pengadilan lll tempat pendaftaran disampaikan kepada para pihak.
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Para ' ' pihak : se@;tnii Erj;a; rp^,tr t ay,a lij iitir i'ivii.*, iiuun

memberikan jawaban secara tertulis t95I Jo' IJIJ Tahua'teilE No. 23)::'

I kepada'mediator.'yang isinya menyetufii ", ' Seperti diketahui, timbulnya

I atau' menolak anjuran dalam waktu t$ntutan hak normatif dari pekerja dapat

sdlarnbat-lanrbarnya l0 hari kerja serelah te. jadi '' ka'rena: a) pengaduan dari

menerima anjuran. Bagi pihak'yang titJik pekeridSP. ' b) pengaduan ' pihak."

. memberikan pendapatnyq :atas lnjuran 
ketigdkeluarga. atau c) .sebagai t€muan

', dimaksud, dianggap menolak .tertulis. hasil perneriksaan Pegawai', Pongawas

' Dalam hal para,pihak menyetujui anjuran, Ketenagakerjaan.

r dalam waktu ,selambat-lambatnya tiga hari, : :,::.'' lxngkah ;,:pgnyelesaian ,dilakukan

), oleh pegawai :penga,was ketertagakerjaankerjq se.jak anjuran disetujui, mediatc

membantu para pihak membuat PB Untuk dengan mcmanggil pengusaha atau

kcrnudian didatiar di pengadilan Hl di melakukgr 'perner,lksaan ke perusahaan

witayah hukum pihak:pihak mengadakan un$k fi mengecek 'kebenaran' atas

PB untuk mendapatkan akta buktl , pengaduan yang diterima, &tou 1n1sft',

:, pendaftara fi Oasat tJ uyut (t) dun (2) uuppHt). rnenindak, lanjuti lemuan dalam inspeksi

f. Pengajuan Gugatan yang dilakukah terhadap perusahaan.

, Bila dar:i hasil ,pemeriksaanPihak yang menolak anjuran

terrulis. selaniutnya . dapar mengajdkan pegawai pengawas, ternyata

gugatan perselisihannya ke pengadilan Hl pengaduan/ternuan tersebui:mengandung'

setempat fattat t4 uuPPHtI kebenaran, diarnbil langkah berupa ,

i . tindakan pembinaan dengan memberikan r

4. Penetepan Oleh Pegawai Pengawas nota pemeriksaan kepada, ,:perusahaan, :

Khusus mengenai perselisihan sebagai peringatan agar perusahaan

" helr, sebelum adanya uuPPHl, praktek segera melaksanakan kewajibannyar

. yang berlangsung selama ini. pegawai mernbayar*memberikan hak , normatif

, pengawas te-lah $erperan membantu pekerja,,, Apabita .tindakan pembinaan

- penyelesaiannya. Hal itu dilakukan terhadap rpetlgusaha ,untuk melaksanakan ;

: sejalan dengan satah satu tugas pegawai i kewajiban normatifnya kepada pekerja :

,1 pengawas adalah mengawasi berlakunya tidak' diindahkan, pegawai pengawas

I' peraturan perundang-undangan ketenaga- kenrudian menerbitkan penetapan hak i

//iFQHUCgnwtJrlnmlqr60r 
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dirnuksud. untuk dilunasi/dipcnuhi. perundang-undangan,.

.' Sebelum atlanya lembaga PPHI. Dalam kaslrs kecelakaan kerja'

,setelah dikeluarkannya penetapan -oleh pengusaha 'berkewajiban untuk ,

rpegawat peng,awas. pekerja/SP/ahli waris melaporkan setiap kecelakaan yang

,peker.ia. menuntut haknya melalui PN terjadi dalam tempat kerja Ylng

lr",*,l,pu, atau oleh SP rnelalui P4 dipimpinnya, kepada insransi

,l)acruhiPusar. ketenagakeriaarr' Kewa.iiban rnelaporkan

kecelakaan kcria. berlaku baik bagi'l'crhadap perttsuhaatt !'ang tctap ---"'-'

ticlak melaksanakan peringatan pegawai pengusaha yang telah' maupun yang

' ,,-,-,,-' -^- ,^'"-^. i belum mengikutsertakan pekerjanya ke
pengawas. diambil tindakan represif non-

justisia. yaitu tindakan penyelesaian di dalam pro$am 
-.Jamsostek 

(uU No' 3

'luar lenrbaga pcratlilan. Tindakan itu Tahun 1992)' Tata cara pelaporannya'

,bcrupa pcrintah kcpatla pengusaha untuk pengusaha 'melaporkan secara tertulis

nremhual surat pernlataan kesanggupan- 
setiap k'Ecelakaan yang ter'iadi dalarn

'nlo untuk nrernbay'arirncmberikan hak- waktu 2 x 24 'iarn terhitung sejak

hak nonnatil' pekerja yang telah terjadinya kecelakaan' Bagi pengusaha

ditetapkan oleh pegawai pengawas' dalam yang telah mengikutsertakan pekerjanya

.batas waktu )'ang ditentukan. Bila tetap dalam Jamsostek' melaporkan kecelakaan

tidak tlilaksanakan olch pengusaha. oleh ' kerja kepada instansi ketenagakerjaan dan

pegawai penga\ra.s yang mempunyai Badan Penyelenggara' I3agi pengusaha

k*vcnangarr scbagai l'enl idik Pegawai 
yang belurn rnengikutscrtakan pckcr;ian;"n

Negeri sipil (l>lrNS). dapat rnengambil 
dalam Jatnsostck' nrelaporkan kccclakaan

'tinclakan represil' pro-justisia, melakukan 
kepada instansi ketenagakeriaan setempat

penyidikan unr'k rriajukan ke pengadiran. ':::::r:.;:;;:::;'riJ,i"'i,!i,lii,i;,Permenahe,
karena pengusaha telah melakukan Apabila terjadi Perbedaan

.pcilanggaran pidana tcrhadap ketentuan pendapat clalarn penglritungan JKK

hukunt hctcnagakcriaan. diantara para pihak pessrta .lamsgstck

trrlscelul scpcrti tliutas, khusus 
!'lBudun l'enyelenggara/Pengusahtr/tenaga

incngcnai penyelcsaian kecelakaan kerja kerja). pegawai pengawas ketenagakerja-

dan pcrhitungan upah lembrir. telah diatul an mOnghitung kembali dan menetapkan

,tersendiri secara tcgas dalam peraturan ' sesuai ketentuan undang'uridang'

2.1
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.Untuk penghitungan santunan kecelakaan i Dalam hal terjadi. perbedaan perhitungan

'kerja bagi yang'bukan p€serta Jarnsostek. tentang besarnya upah lem,bur .pada

:pegawai pengawas melakukan penehpan , perusahaan yang meliputi ,lebih dari satu

',runtrnun kecelakaan kerjanya. Apabila i Provinsi, ryang ,berwenang menetapkan

:penetapan pegawai pengawas ditolak oleh i,besamya' upah lembur adalah pggawai:
.

para pihak (Badan Penyelenggaral i pengayas : pusst (Kepmenakdrtrcns Na,

rPengusaha/pekeria peserta Jamsostek, :'KEP.IL2/MEN.vt)zoot)

atau'oleh Pengusaha/ pekeria, bagi yang Menurut . hqmat penulis.

,bukan peserta Jamsostek). penetapan,r:seyogyanya semua perselisihan hak,

.sclanjutnya' dilakukar oleh Menteri easut penyelesaiannya dilakukan seperti kedua
,24 orot (2), (.t) 14) lJlJ No. t Tihun 1992, hl 16 oyat i ketentuan diatas. .SetElah adanya

','.{4 Pe No, t4 Tahun t993, dan Permenaher No. Kep- :

4S/Men/eJ). 
' i penetaPa[,,,. pe$awai pengawas,: dapat

Mengenai perselisihan hak atas I 
langgung,'di gugat ke Pengadilan Hl,

upah lembur juga telah diatur tersendiri. 
I'karertS' pada tingkat pegawai pengawas

iApabila terjadi perbedaan perhitungan I telai berlangsung upaya hukum semacam

:tentang :besarnya upah' lembur, yang . banding. Dengan demikian, setelah

:berwenang menetapkan besarnya upah penetapan pegawai pengawas bersifat

lembur' 'atialah pegawai pengawas. . final, tidak perlu lagi ditempuh jalan

', Penetapan pegawai pengawas
:,
' yang ditolak oleh salah satu pihak, dapat

meminta penetapan ulang kepada pegawai

pengawas Provins'i. [Jntuk perbedaan

perhitungan upah lembur pada perusahaan

yang rneliputi lebih dari saru

r'kabupaten/kota. yang berwenang

i menetapkan besarnya upah lembur adalah

'pegawai pengawas Provinsi. Penetapan

.pegawai pengawas Provinsi yang ditolak

oleh salah satu pihak. dapat meminta

.penetapan ulang kepatla pegawai

pengawas pusat.

perundingan (bipartit) dan penyelesaian

oleh penengah (mediatog.

Selain ,itu, apabila terdapat

penggabungan perselisihan, seperti

perselisihan PHK yang diikuti

dengan perselisihan hak, mediator

tidak sekedar berkoordinasi dengan

pegawai pengawas, akan tetapi

meminta pegawai pengawas untuk

melakukan penyelidikan dan menetapkan

hak-hak normatif pekerja. seperti yang

sekarang ini telah berlangsung dalam

praktek.

I
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I Dengin Oemitiian ' lteOuOutcan i CCpit dan biaya ringan, dapat tercapai. 
,I - '' "'ttii., :."'1{la*n;k'in dart.pqF-&nBan diatas.: pegawai pengawbs &larn perselisilta

;.,hak, tidak sebatas sebagai saksi ahli saja, i berdasarkan data, perselisihan n* *:til 
i

i akan tetapi merupakan lgrnbaga yang i perselisihan yang paling banyak terjadi. I

t. - ,r-,--- -^--.-l^^-i',berwenang menyelesaikan perselisihan r Selain itu, selama penyelesaian

i hak diluar pengadilan.
:

, persefisihan hak. biasanya 'hubungan

Bentuk penyelesaian seperti diatas. : ke4a masih tetap berlangsung. sehingga

,,dalam praktek selama ini telah tama , dengan cara yang demikian. keten€l8an l;:
;lberlangsung. Apabila hal ini ditempuh, , indurrriul dapat tetap terpelihara******* '

l,l i!

1 maka asas bahwa' '"penyelcsaiil i ' : ' 'r" 
',

;i
; perselisihan harils' dilakukan secara adil,'i Sdlarnattflemba'ca. ' 'r' l

, : ,, 
,

Drs, SYaulli:SYansuddh' St' tittt

[4antan Dirlen Binawas Departemen Ten4a Ke{a dan Transmigrasi
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H. ffi *, Dal, Peraturan *e*ana g*erfaan

Ollh: Pnf, Dr. Fayanan J, Sinanjuftak,:A9u

Hukum dan peratuian

ketenagakerjaan di lndonesia dapat

dikelompokkan :ke dalam 3 golongan

yaitu :

a. Ketentuan yang dinyatakan dalam

Undang-Undang Dasar Republik

lndonesia.

b. Ratifikasi Konvensi-Konvensi

lnternasional.

c. Berbagai Undang-undang dan

Peraturan.

Undang-Undang Dasar (UUD)

Republik lndonesia memuat beberapa

pasal yang mempunyai kaitan langsung

dan tidak langsung dengan administrasi

ketenagakerjaan dan perumusan kebijakan

ketenagakerjaan seperti :

a. Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan

bahwa : Tiap+iap warga negara

berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan:

b. Pasal 28A sampai 28I mengenai hak

asasi manusia:

c. Pasal 3l mengenai pendidikan;

d, Pasal 34 mengenaijaminan sosial,

':
Hingga akhir tahun 2005.

lndonesia telah meratifikasi l7 Konvensi

lLO, termasuk 8 Konvensi Dasar dan 2

Konvgnsi , Prioritas. Konvensi ILO yang
.':'i.1 

.,':.-:'

tr$uhbelasituadalah: : ,:
a. Konyensi No. 87 taluq,.1948 tentang

Kebebasan Berserikat dan

Perlindungan Hak untuk

' .'Befrsrganisasi:

b. KonV€nsi Nii.98 tahun 1949 tentang

Hak Berorganisasi dan Berunding i

Bersama;

c. Konvensi No.29 tahun 1930 tentang

Larangan kerja Paksa;

d. Konvensi No.l05 tahun 1957 tentang

Penghapusan Kerja Paksa;

e. Konvensi No. 138 tahun 1973 tentang

Usia Minimum untuk Bekerja;

f. Konvensi No. 182 tahun 1999 tentang

Larangan dan Tindakan Segera

Menghilangkan Bentuk Terburuk

Mempekerjakan Anak;

g. Konvensi No.l00 tahun l95l tentang

Remunerasi yang sama bagi Pekerja

Laki-laki dan Perempuan atas

Pekerjaan yang Sama Nilainya;

I
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h. Konvensi No. I I I tahun 1958 tentang

l.arangan Diskriminasi dalam '

Pekerjaan dan Jabatan: 
:

Konvensi No. 8l tahun 1947 tentang

Pengawasan Ketenagakerjaan ;

Konvensi No. 144 tahun 1,976 tentang

Konsultasi' f riPartit:

Konvensi No. 19 tahun 1925 tentang

Perlakuan Yang Sama terhadaP

Peker.ia Nasional dan Asing;

l. Konvensi No. 27 tahun 1929 tentang

' Pemberian Tanda Berat atas Kemasan

Berat yang Dikirim melalui KaPal;

, m. Konvensi No. 45 tahun 1935 tentang

Mempekerjakan PeremPuan dalam

Semua Bentuk Kerja Tambang;

n. Konvensi No' 69 tahun 1946 tentang

Sertifikasi 'l'ukang Masak di Kapal;

o. Konvensi No. 88 tahun 1948 tentang

Pelayanan PenenrPatan Kerja;

p. Konvensi No. 106 tahun 1953 tentang

lstirahat Mingguan di Perdagangan

dan Perkantoran; Konvensi No' 120

tahun 1964 tentang Higiene

i,: Perusahaan di Ferdagangan dan

Perkantoran.

Disarnping Peraturan Perundang'

undangan yang diterbitkan setelah

kemerdekaan. lndonesia masih tetap

:, meflggulakan beberapa Ordonansi produk

pemerintah kolonial Belanda.

i Diantara peratuian perundangan

lndonesia yang penting adalah berturut-

turut :

UU No, ' 3 : tahun l95l tentang

PengawasanKetenagakerjaan; 1

UU No. ltahun 1970 tentang

Keselamatan Keria:

c. UU No.7 tahun l98l tentang

Kewaj iban LaPoran' Perusahaan;

Peraturan, Pemerintah No' 8 tahun 
'

l98l tentang Perlindungan UPah; 
:

UU No. 3 tahun 1992 tentang

JaminaF Sosial Pekerial
i

UU No. ll tahun

Program Pensiun;

UU No.2l tahun

Serikat Pekerja;

UU No. l3 tahun'

Ketenagakerjaanl

UU No.2 tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan

lndustriall

UU No. 39 tahun 2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan

Tenagakerja di Luar Negeri;

UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional.

Di bawah ini diuraikan lebih lanjut

beberapa pasal dari Undang'Undang

Dasar, kedelapan Konvensi Dasar lLO,

dan tiga dari Undangundang terbaru

o.

b.

d.

e.

j.

h.

1992 tentang.r

2000 tentang ;

2003 tentang i

J.

k.
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terbaru yaitu UtJ No. 2l tahun 2000. UU

No. l3 tahun 2003. dan No. 2 rahun 2004. ,

:

l. Kententuan Undang-Undang

Da'sar 
:

Mukadimah atau Pembukaan

LJ LJ D memual landasan Fancasila.

J"erutama tiga diantara 5 Sila tersebut

mempunyai keterkaitan erat dengan

administrasi ketenagakerjaan yaitu :

kemanusiaan yang adil dan beradab,

kerakyatan. yang dipimpin oleh hifmat :

kebiiaksanaan dalarn, permusyawaratan/

perwakilan. serta mewu.iudkan keadilan

sosial bagi scluruh rakyat lndonesia.

Disamping 'itu. beberapa pasal UUD

tersebut dikutip di bawah ini. 
l

a.,, ,Pasal Zil"*yat (21 
:

Tiap-tiap warga negara berhak atas

pekeriaan clan penghidupan ,yung '

layak,bagi kemanusiaan.

b. Pasal 28

Kemerdekaan berserikal dan

berkumpul. mengeluarkan pikiran l

dengan lisan dan tulisan dan '

sebagainya ditetapkan dengan undang- :

undang

c. Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup ,serta

berhak mempertahankan hidup dan

kehidupannya.

d. Pasal 2EB,ayat (2)

Setiap anak berhak atas kelangsungan

hidup. tumbuh dan berkembang serta

berhalq, atas , perlindungan dari

kekerasan dan.diskriminasi.. .x

€. 'Pasal2SC a.va't (l)
Setiap orang berhak mengembangkan

diri melalui psme nuhan kebutuhan

dasarnya, berhak mendapatkan

pendidikan dan memperoleh manfaat

dari ilmu pengetahuan dan teknologi,

seni ilan budaya. demi meningkatkan

kq,glitas hidup dan demi kesejahteraan

umat manusia.

f. Pasal 28C ayat (21

Setiap orang berhak untuk memaju-
:

kan dirinya dalam memperjuangkan

haknya,, secara kolektif untuk

membangun masyarakat. bangsa. dan

negaranya.

g. Pasal 28D ayat(l)

Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang

sama di hadapan hukum.

h. Pasal2SD ayat (2)

:Setiap orang, berhak unruk bekerja

serta mendapat irnbalan dan

perlakukan yang adil dan layak dalam

hubungan kerja.
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J.

k.

Pasal 28E aynt (j) ,

Setiap orang berhak atas kebebasan

berserikat. berkumPul. dan I

rnengeluarkan pendaPat.

Pasal 28H ayat (3)

Setiap orang berhak atas jaminan a'

sosial yang memungkinkan

pengembangan dirinYa secara utuh

sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 281 ayat (3)

Setiap orang berhak bebas dari b'

perlakuan yang bersifat diskriminatif

atas dasar aPaPun dan berhak

mendapat perlindungan terhadaP

perlakuan yang bersifat diskriminatif c.

itu. 
;

Pasal 3l ayat (l) 
,

Setiap warga negara berhak i

mendapatkan pendidikan. d'

m. Pasrl34 ayat (2)

Negara mengembangkan sistem ,

.iarninan sosial bagi seltrruh rakyat dan

rnemberdayakan masyarakat Yang 
I

lemah dan tidak mampu sesuai dengan i

martabat kemanusiaan. I

2, Konvensi Drsar ILO

Uafrwa semua negara anggota ILO

mempunyai kewajiban untuk memajukan

dan merealisasikan. dengan itikad baik

dan sesuai dengan Konstitusi lLO, prinsip

hak dasar pekerja, yaitu :

Kebebasan berserikat dan pengakuan

hak pekerja secara etbktif untuk

berunding bersama sebagaimana

dinyatakan dalam Konvensi No.87

tahun l94E dan No.98 ra\un 1949:

Penghapusan segala- bentuk kerja

paksa, sebag,aimana dinyatakan dalam

Konvensi No.29 tahun 1930 dan

No. 105 tahun 19571

Penghapusan pekerja anak secara

efektit. sebagaimana dinYatakan

dalam Konvensi No. 138 tahun 1973

dan No. 182 tahun 1999; dan

Penghapusan diskriminasi dalam

pekerjaan dan jabatan sebagaimana

dinyatakan dalam Konvensi No.l00

tahun 1957 dan No. I I I tahun 1958.

Kedelapan Konvensi Dasar ILO tersebut

telah diratifikasi lndonesia dan dengan

demikian telah rnenjadi, bagian dari

peraturan perundangan dasar lndonesia di

t]ntukrnewrrjudkanDeklarasilLo]bidan8ketenagakerjaan.

bulan Juni 1998 tcntang Prinsip dan' Konvensi No. 87 tahun 1948 tentang

Hak Dasar dalam Pekerjaan dan i Kebebasan B€rserikat dan Perlindungan

'l'indak Lanjutnya, 
" 
juga disepakati i Berorganisasi diratitikasi dengan Keppres

i.:
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No. 8.1 tahun 1998. Konvensi ini

beberapa ketentuan. antara lain:

a. Peker.ja dan pengusaha mempuniai

hak u:ntuk mendirikan atau menjadi

anggota organisasi atas pitihan sendiri

tanpa paksaan atau arahan sebelumnya

oan stapa pun:

b. Pekerja dan pengusaha mempunyai

hak rnen)'usun anggaran dasar dan

rumah tangga organisasinya masing-

masing. mernilih wakil-wakilnya

secara bebas. mengorganisasikan

kegiatan-kegiaran'nya, dan' nienyusun

pn)grarn kerian.va:

c. Penguasa atau pemerintah tidak boleh

melakukan intcrf'ensi tlalam bentuk

apapun yang dapar membatasi hak dan ,

kegiatan organisasi ini.

(2) Mernberhentikah 'pekerja kaiena

mengikuri serikar pekerja atau

berpartisipasi dalam kegiatan serikat

memuat

' " Para pekerja dan pengusaha harus

memperoleh perlindungan atas tindakan

yang satu terhadap yang lain atau atas

tindakbn organisasi yang satu terhadap

yang lain, baik dalam' ' tral

pembentukannya maupun dalam

menjalahkan fungsi dan kegiatannya.

Kon'diii' nasional harus diciptakan. untuk

mendorong perundingan antara organisasi

pekerja dan pengusaha secara sukarela.

terutama untuk merumuskan perjanj ian

kerja bersama.

Konvensi No.'2g tahun 1930

tentang Larangan Kerja Paksa diratifikasi
Konvcnsi No. 98 tahun 1949 sejak pemerintah kolonial Betanda tahun

tentang llak []crorganisasi dan Berunding 1933. Setiap keria atau pelayanan lang
Bersatna cliratitlkasi rnelalui UU No. l8 diminta dari seseorang tidak boleh karena

tahun 1956. Para pekerja harus r dipaksa:atau sebagai hukuman. akan

nremperoleh pertindungan yang cukup tetapi harus dilakukan secara sukarela,

atas tindakan anti serikat pekerja dan atas Penguasa yang berwenang tidak boleh

diskriminasi dalam pekerjaan mereka. mengizinkan kerja paksa untuk

Perlindungan harus diberikan terutama keuntungan perorangan. perusahaan atan

terhadap tirrdakan 1'ang dilakukan dararn organisasi swasta apapun.

trentuk : Konvensi No. 105 rahun 1957 tentang

( t) Membatasi atau melarang pekerja Pehghapusan Kerja "Paksa diratiflikasi

untuk rnenjadianggota serikar pekerjar merarui UU No. l9 tahun 1999.

pekerja.

,, ,..ri,t1-'o
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Konvenii ini ' miminti -semui ,-.--iiiu tiO;t'[;tang ttaii tS tahun:

pemerintah untuk melakukan tindakan b' Usia minimum untuk $ekerja di

rnenghapuskan semua bentuk ker.ia'paksa, tempat-tempat berbahaya'yang dapat

antara lain bila tlitakukan :

a. Sebagai , alat tbhanan politik atau

bertentangan terhadap politik atau

sistem sosial ekontlmi Yang ada:

b. Sebagai cara 'memotrilisasi dan

nrcnggunakan pekcria'dengan atau

atas nama pembangunan ekonomisl

pekeria dalam : Pemogokan I

e. Sehagai alat cliskrirninasi berdasarkan

perhedaan suku. status sosial:

kebangsaan dan agama,

rncnyelesaikan sckolah wajib. dan

mryr*sak kesehatan.',,keselamamn dan

atau r mnral trang',usia'rntida. tidak

) program pendidikan atau

pelar&an dalam,dan oleh lembaga

, untuk itu:

(2)'Ftograrn' pelatihan di I tempat kerja

yang disusun memfbsilitasi untuk

lnern i I ih .pelterj aan 31qu : pc I at i han.

LJIJ N'o. 20 tahtrn 1999 tentang

tiatifikasi. Kgnvensi No. l3E:r terscbut

,,,tinelakan

penrJitlikan ,' atatl hukuman atas boleh kurang dari '18 tahuRl'' '

ketertiban politik atau mengeluarkan , c. Larangan:usia mini'rnum.di"atas tidak

pernyaraan pdlitik atau ideologi yang berlaku dalarn melakukan' pekerjaan

sebagai bagian terpadu dari :

i

i, ( I

c. Sebagai alat mendisiplinkan pekerja; I atas,.izin hlstansi yangberwenang;

d. Sebagai hukuman atas partisipasi . (3) program bimbingan:atau orientasi

Konvensi No. 138' tahun lg73 : secaaa:eksplisit tnenyatakan" bahwa usia

tent&ng tlsia Minimum' untuk Bekerja , t<erja minimum di lndonesia adalah l5

dirqtit'rkasi melalui 'UU No. 20 tahun tahun.

1999. Konvensi ini menYatakan

lain buhua : tentants l.arangan dan 'l:intlakan Scgerd

0. Se riap ncgara harus ntcngupayakan untuk llenghapusan llentuk' Ker.ia

clan merumuskan,.kebiiakan nasional Terburuk dan "'l'indak Lanjdtnya

yang menjarnin penghapusan ,pekerja diratifikasi melalui UU No. I tahun 2000,

anak secara. efektif. dan secara Konvensi ,,ini antara 'lain 'menyatakan

pregresif 'meningkatkan batas usia bahwa :

negara harus " mengambil

: rig.g€r{ , tlan eliktil' ur*uk'
keq\dak kurang dari usia anak a. Setiap
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menjarnin . pelarangan dan barang ltepada pekerja sebagai imbalin

penghapusan segala bentuk terburuk atas jasa keria yang diberikannya.

' dalam rnempekerjakan anak di bawah Ketentuan ini ,dapat di,laksanakan antara

l8.tahun sebagai hal yang mendesak: lain dengan menerbitkan peraruran

b; Benruk terburuk mempekerjakan'anak perundangan nasional. mekanismg resmi.'

mencakup antara lain : untuk penetapan upahi dan atau,melalui

(l) Semua bentuk, perbudakan u13u perjanjiaR bersama.

)ang : serupa dengan itu. Konvensi , No. I I I tahun 1958

perdagangan anak. atau: ker.ia tentang Larangan 'Diskriminasi dalarn

, paksa; Pekerjaan dan Jabatan diratifikasi dengan

(21 Melibatkan anak dalam UU NoJl tahun 1999. Dalarn hal ini

prostitusi, melakukan atau untuk istilah ' .;iekerjaan dan jabatan juga

: prgduksi film pornografi; rncnea*up akses. , untuk . mengikuti

t3). Melibatkan anak dalam kegiatan : pelatihan, akses untuk mernperoreh

memproduksi atau pekerjaan dan menduduki jabatan, serta

mempc.rdagangkan barang- menyangkut syarat-{iyarat kerja. Setiap

barang dan sbat terlarang; pemerintah ,harus menghapuskan

(4), Fekerjaan . yang dapat perbedaan, pengecualian atau preferensi

membahayakan kesehatan, yang dibuat berdasarkan perbedaan suku,

,keselantatan; dan moral anak. warna kulit, jenis kelarnin,,agarna. aliran

politik atau asal usul, yang berdampak

Konvensi No. 100 tahun l95l

tentahg Remuherasi yang sama untuk

Pekerja l,aki,laki ,dan Perempuan atas

Pekeriaan yang Sama Nilainya diratifikasi

melalui ULJ No. 80 tahun 1957.

membatasi atau menimbulkan

ketidakadilan memperoleh kesempatan

, atau pertakukan dalam pekerjaan atau

jabatan. :

3. Undeng-undang No. '21 Tahun

Dalam , hal ini istilah remunerasi 2000

mencakupgr4ii-pokok. atau upah atau gaji Hak untuk menjadi anggota atau

minimum. dan semua tunjangan yafig mendirikan suatu organisasi merupakan

dlhdkan pengusaha secara langsung,atau hak dasar setiap pekeda yang dijamin

tidak langsung. dalam benruk runai arau dalam pasal 28 UUD.

.. \.,:.,
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Hak,dasar ini .iuga merupakan tema

sentral dari Konstitusi lLO dan berbagai

Konvensi ll.O lainnya.

tJndang-undang No. 2l tahun

2000 tentang Serikat Pekerja sangat

monumental dalam pergerakan serikat

pekerja di lndonesia karena Undang-

undang tersebut memuat ketentuan dasar

l.Jl.JD dan Konstitusi ILO dan ketentuan

dasar dari Konvensi lt-0 yang sangat

penting yaitu Korrvensi No. 87 tahun 1948

{6n,No. 98 tahun 1949.

l.JU No. 2l tahun 2000

menyatakan bahwa satu serikat pekerja di

satu perusahaan dapat didirikan oleh

paling sedikit l0 orang Pekeda d'i

pcrusahaan dirnaksud. Serikat pekeria

dapat dibcntuk bertlasarkan sektor atau

bidang usaha. jenis jabatan atau kategori

lain. Kebebasan berserikat juga

rnemungkinkan pernbentukan lebih dari

satu serikat peker.i.a di suatrr perusahaan'

Setiap serikat pekeria dapat disusun dalam

struktur hierarkhis. rnulai dari tingkat

perusahaan ke tingkat kabrrpaten/kota. ke

tingkat provinsi hingga ke tingkat

nasional. Oleh paling sedikit 5 serikat

pekeria seperti dapat membentuk federasi

serikat pekerja. Konlbderasi sei'ikat

peker;ia dapat dibentuk oleh paling sedikit

3 t'ederasi serikat pekerja.

Setiap, serikat pekerja. t'ederasi atau

konfederasi ser'ikat pekerja. harus

mernpunyai anggaren dasar dAn,anggaran

rumah tanggai Sernua ,serikat pekerja,

f'ederasi dan konlbtlerasi serikat pekerja

harus mencatatkan diri ke kantor atau

dinas tenagakerja'setempat. Pencatatan

ini penting bukan hanya sebagai bukti

kaberadaannya supaya dapat diterima

pengusaha secara t-ormali akan tetapi.iuga

untuk mernbangun atau melengkapi pusat

informasi mengenai perkembangan

serikat pekerja, .yang pasti dibutuhkan

dan sefiap saat dapat digunakan oleh

mitranya di masyarakat., Serikat 'pekerja

yang secara resmi telah tercatat di kantor

dinas tenagakerja, mempunyai hak untuk

berunding dengan Pengusahal

merumuskan perjanjian kerja bersama

(PKB) dengan catatan bahwa serikat

peker.ia tersebut telah. memiliki anggota

le,bih dari 50% dari seluruh pekerja.

Pengurus serikat pekerja juga berfungsi

mewakili anggotanya di BKS Bipartit dan

lembaga-lembaga lainnYa.

'4, Undang-undnng No.l3 Tahun 2003

. Undang-undang No, l3 tahun

2003' tentang Ketenagaker.iean

mempunyai cakupan yang sangat Juas.
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Undang"undang ini memuat isi dari 6

Ordonansi dan 7 [Jndang-undang lama

yang clicabrit , bersamaan dengan

pemberlakuan UU No. 13 tahun 2003 ini.

g. UU No.25 tahun

Ketenagakerjaan.

1997 tentang

Pembangunan ketenagakerjaan

dilakukan secara terpadu dan

Keenam C)rdonansi yang dicabut adalah terkoordinasi dalam (erangka

: mengenal: pembangunan Indonesia merupakar,i',

' a. Peng€rahan pekerja lndonesia untuk pernbangunan manusia lndonesia .

bekerja di luar lndonesia; seutuhnya dsn :pembangunan masyarakat ,

: b. Pembatasan pekerja anak dan kerja seluruhnya untuk meningkatkan martabat,

nralam bagi'perernpuan: harkat dan harga diri tenagakeda dan

c. Pekerja anak dan orang muda di kapal seluruh masyarakat. :

. ,[aut; pembangunan ketenagakerjaan

d. Pemulangan tenagakerja yang : mempudyai banyak dimensi. ,

dikerahkan dari luar lndonesia. , Feriibangunan :ketenagakerjaan saling ,

e. Pernbatasan pekerja anak-anak. I terkait dengan pengusaha, pekerja, serikat r

Ketuiuh tJndang-undang yang pekerja' pemerintah dan masyarakat.

dieabur adalah : Oleh seblb itu pembangunan l

a. UU No. I tahun l95l tentang Syarat ketenagakerjaan harus diselenggarakan

Kerjal atas asas keterpaduan rnelalui 
,kerjlsama

b. uu No. 2t , tahun lgs4 tentang ,lunt.. 
tu'ln*, mlndukung baik dalam

: - 
--"--"8 

koordinasi fungsional maupun koordinasi ,

Perjanjian Kerja Bersama; 
rintas sektorut] uuit di tingkat nasionar ,

c' LJl'J No' 3 tahun 1958 tentang maupun di tingkat provinsi dan
Penempatan'l'enagaker.ia Asing; kabupaten/kota, pembangunan

tJLJ No. 8 tahun 196l tentang Wa.iib ketenagakerjaan berrujuan,unruk:

Kerja sarjana; a. Memberdayakan dan membudayakan

e. UU No.7 tahun 1963 tentang

Pencegahan Pemogokan/Lock-out di

Perusahaan dan Jawatan yang Vital:

tl tJU No.l4 tahun 1969 tenrang

Ketentuan Pokok ,mengenai tenaga

kerja:

sesuai dengan kebutuhan

pembangunan nasional dan daerah;

tenagakerja secara optimal dah,/'
manusiawi; / :

b. . Mewujudkan pemerataen kesempalan 
I

kerja dan penyediaan tenagakerja :

i
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c. Memberikan'perlindungan kepada

tenagakeria dalam mewujudkan

kesejahteraan: dan

d. Meningkatkan kesejahteraan

tenagakeria dan keluarganya.

b. Kesempatan dan Perlakuan Sama

Uab ll LJLJ No. l3 tahun 2003

terdiri dari hanya dua pasal yaitu Pasal 5

dan Pasal 6. yang menyatakan : Setiap

Sesuai,dengan Konvensi ILO No. I I I i

tahun 1958. yangtelah diratiflkasi dengan

Undang-undang'No. 2l tahun 1,999. tidak :

boleh dilakukan diskriminasi .dalam

penerimaan dan perlakuan terhadap

pekerja berdasarkan ras, warna kulit.

' jenis kelamin, agama",aliran politik. dan

suku. Ketentuan ini termasuk salah satu

hak dasar pekerja.

c. Perencanaan, Tenagakerja dan
tenagakerja memiliki kesernpatan yang 

Informa.siKetenagakeriaan
sama tanpa diskriminasi untuk

Penierintah berfungsi menyusun
memperoleh pekerjaan. Setiap-------r r -.-"ree"! 

, pergn€-A$aan tenagakerja sebagai dasar

pekerja/buruh berhak memperoleh

perrakuan yans sama tanpa rJiskriminasi H J1-ilffi;ffi1.i'jff::
dari pengusaha. Artinya, setiap kerjaan, baik perencanaan tenagakerja

tenagakerja metnpunyai hak dan makro maupun perencanaan tenagakerja

kesempatan yang sama untuk memperoleh mikro. Perencanaan tenagakerja makro

pekerjaan dan pcnghidupbn yang layak r dimaksudkan untuk menjamin

sesuai dengan minat dan kemampuannya. pendayagunaan tenaga-tenaga secara

L]ntuk itu. setiap pengusaha harus optimal dan produktif dalam mendukung

rnemberikan kesempatan yang sama pertumbuhan ekonomi dan sosial serta

kepada scmua pencari kerja dalam rnembuka kesempatan keria produktif

penerimaan pegawai. Demikian jriga seluas-luasnya. baik secara nasional

pengusaha harus memberikan perlakuan maupun di seluruh daerah' Perencanaan

yang sama terhadap semua pekerja dalam tenagakerja mikro dimaksudkan untuk

hal penugasan. promosi, pemberian upah. ' meningkatkan pendayagunaan

pemberian penglrargaan. dan pemberian ' 
tenagakerja secara optimal guna 

:

tintrakan disiprin. sesuai,,o"nf* kriteria ::ilffiI |jH: :^,t'::l-";:;
yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

bersangkutan.
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Untuk penyusunan rencana tenagakerja

tersebut diperlukan informasi

ketenagakeriaan meliputi penduduk dan

tenagakerja. kesernpatan kerja, pelatihan

keria. produktivitas tenagakerja.

huburrgan, industrial. kondisi lingkungan

keria. pengupahan dan kesejahteraan

tenagakerja. serta jaminan sosial

tenagakerja. lnfbrmasi ketenagakerjaan,

tersebut dihimpun dari semua instansi

yang terkait, baik instansi pemerintah

maupun swasta. l.embaga pendidikan dan

lernbaga latihan rn isalnya perlu

mernberikan inlbrrnasi mengenai jumlah

dan kualitas lulusan serta jumlah putus :

sekolah. Perusahaan-perusahaan perlu

memberikan intbrmasi mengenai

lowongan kerja. kebutuhan latihan, upah,

kece lakaan kcria. dan lain-lain.

d. Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja dimaksudkan

untuk membekali, dan rneningkatkan

kemampuan. kompetensi dan

produktivitas pekeria. Pelatihan kerja

dapat tliselcnggarakan oleh Pemerintah.

l,embaga Pelatihan Swasta. dan oleh
I

Perusahaan di tempat kerja, dengan
:

memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan

dunia usaha di dalam din di luar negeri.

Proglam pelatihan harus mengacu kepada

standar kompetensi, dan dapat dilakukan

secara berjenjang mulai dari tingkat

dasar, tingkat terampil dan tingkat ahli.

Lernbaga pelatihan kerjd swasta

wajib memperoleh izin dari instansi yang

bertangi;ungjawab di bidang

ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

Lembaga pelatihan kerja oleh instansi

Pemerintah, mendaftarkan kegiatannya

pada instansi dimaksud. Lembaga

pelatihdn kerja,swasta perlu mempemleh

akreditasi dari [.ernbaga Akreditasi.
',l,

Pengakuan kompetensi' kerja bagi lulusan

program pelatihan diberikan melalui

sertifikasi kompetensi kerja setelah

me-ngikuti tes atau uji kompetensi.

Pemagangan ''dilakukan sebagai 
:

bagian dari sistem pelatihan kerja, yang

diselenggarakan secara terpadu antara

lembaga pelatihan dengan bekerja secara

langsung di perusahaan di bawah

bimbingan dan pengawasan instruktur

atau pekerja yang lebih berpengalaman.

Program pemagangan disusun

berdasarkan pcrsvaratan dan kualifikasi.\
.jabatan dan dapa\ disusun berjen jang.

Antara pengusaha penyelenggara

pemagangan dan peserta. dibuat

perjanjian pemagangan yang memuat

ketentuan jangka waktu pemagangan,

i.'

I
. .,(
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hak din kewajiuin peserta, serta

kewenangan dan kewajiban pengusaha.

e. Penempatan Tenagakerja 
:

Setiap tenagaker.ia rnempunyai hak

dan kesempatan Yang sama untuk

rnemilih, mendapatkan, atau pindah

peker.iaan dan memperoleh penghasilan

yang layak di dalam dan luar negeri'

Penempatan ienagakerja dilakukan secara

terbuka. bebas, obyektif, adil, dan tanpai

diskriminasi, diarahkan untuk :

menempatkan tenagakerja pada jabatan

yang tepat sesuai dengan keahlian.

keterampilan, bakat. minat, dan

kemampuan tenagakerja. dengan 
'

memperhatikan, harkat, martabat, hak 
'

asasi. dan perlindungan hukum.

Pengusaha atau pemberi kerja Tenagakerja asing (TKA) dapat 
'

dapat merekrut sendiri tenagakerja yang . bekerja di lndonesia hanya dalam

dibutuhkan atau melalui pelaksana hubungan kerja untuk 
labatan. "nlnl' .

penimp"in tenagat<e4a swasta harus

berbentuk badan hukum dan daPat

diselenggarakan hanya setelatr mendapat ,

izin Menteri Tenagakerja dan

Transmigiasi. Sesuai dengan Konvensi

ILO No.88 tahun 1948 Yang telah'

diratifikasi melalui Keputusan Presiden

No. 36 tahun 2002, Pelaksana

penempatan tenagakerja dari instansi

pemerintah tldak boleh memungut biayal

dari pekerja. Len*baga penempatan

tenagakerja swata dapat memungut biaya

dari pengguna dan dari tenagakerja
'

golon!$n tertentu. .

i

..

f. Penggunaan Tenagakerja Asing

il;;; ;..*;;.;;: ;;;;, T'waktu,tertentu'':::lT::dapat 
izin

dari Menteri Tenagakerja dan 
'

penempat4fi tenagakerja dapat dilakqkan 
Transmigrasi. penggunaan TKA harus

oleh instansi pemerintah d?n lembaga 
secara selektif untuk memberi, peluang

swasta. Pelaksana penempatan wajib , bagi tenagakeqia lndonesia dan harus

memberikan perlindungan sejak menjamin proses alih teknologi. Untuk

rekrutmen sampai penempatan I itu setiap perusahaan yang akan

tenagakerja. dan setelah itu pemberi kerja menggunakan TKA wajib menyusun

wajib memberi perlindungan keselamatan , Rencana Penggunaan Tenagakerja Asing

(RPTKA) yang disahkan oleh Menteri
dan kesehatan keriia serta kesejantt'\rrnaga 

Kerjadan Transmigrasi.
\v
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TKA dilarang menduduki .iabatan yang Perjanjian kerja dapat dibuat unruk

mengurusi kepegawaian atau personalia, waktu tertentu dan untuk waktu tidak

scrta .iabatan-jabatan tertentu yang tertentu. Perjanjian kerja tidak dapat

ditetapkan oleh Menteri. Perusahaan atau ditarik kembali dan/atau diubah kecuali

pemberi kerja yang menggunakan TKA, atas persetujuan kedua belah 'pihak.

wajib : Dalam perjanjian kerja untuk waktu

a. mcnaati ketentuan standar kompetensi tertentu, tidak berlaku masa percobaan.

1,ang diper-s)'aratkan : Perjanjian. kerja untuk waktu tidak

b. rnenunjuk tenagriker.ia lndonesia terJentu dapat mensyaratkan masa

sebagai , pendamping TKA dalam percobaan. akan tetapi upahnya tidak

rangka 'alih teknologi dan alih : boleh lebil+ rendah dari upah minimum ,

keahlian dariTKA.
i.,
yang .ditetapkan oleh Menteri

c. melaksanakan pendidikan Oan ,-Tenitakerja dan Trarismigrasi.

pelatihan bagi tenagakeria lndonesia

pendamping TKA:

d. membayar kompensasi

mempekerjakan 'l-KA;

h. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

atas Perjanjian kerja untuk waktu

, tertentu tidak dapat dibuat untuk

e. memulangkan TKA ke negara asatnya . pekerjaan yang bersifat tetap. akan tetapi

setelah hubungan kerjanya berakhir, i hanya untuk pekerjadn tertentu yang

menurut jenis dan sifar atau kegiatan

g. Perjanjian Kerjn pekerjaannya'akan selesai clalam waktu

I lrihringan kerja teriatli karena tertentu, yai'tu :

adanya per.ianiian ker.ia antara pengusaha
'

dan pekerja. Perjaniian kerja dibuat atas i (l) Pekerjaan yang sekali selesai atau

dasar kesepakatan kedua belah pihak, i ,r*rnrara sifatnya; 
:

Pekeriaan yang diperjanjikan tidak (2) Pekerjaan yang diperkirakan 
:

bcrt$nt$ngan dengan ketertiban umurn. penyelesaiannya dalam waktu yang

kesusilaan. ,dan peraturan perundanga--tr- tidak terlalu lama dan paling lama 3

yang berlaku, tahun;
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(3) Pekerjaan yang bersifat musiman; Waktu kerja lembur paling lama 3 jam

atau satu hari dan 14 .iam satu:' minggu'

1,1) lrckeriaan )ang berhubungan dengan Setiap pekerja 'berhak mernperoleh

produk baru. kegiatan baru. atau istirahat paling sedikit setengah .iam

produk tambahan yang masih dalam setelah bekerja 4 jam terus'menefus'

percobaan atau penjajakan. Setiap ' pekerja berhak rnemperoleh '

istirahat satu hari dalam satu minggu

perjanjian keqia waktu tertentu i apabila dia bekerja 6 hari kerja seminggu

CIrKW,T) dilakukan untuk paling.lama dua atau dua'hari bila'dia bekerja 5 haridalam

tahun. akan tetapi rJapar diperpaniang atau seminggu' Setiap pekerja juga

diperbaharui. Pgpanjalgan PKW]' dapat mempunyai hak cuti l2 hari kerja dalam

dilakukan hanya satu kali untuk paling setahun' '''-

lama satu tahun. Pembaruan PKWT dapat I P.gkpda peremPuan tidak boleh

dilakukan hanya satu kali untuk paling : diwajibkan bekerja pada hari pertama dan

lama dua tahun setelah PKWT yang lama i kedua waktu haid' Pekerja p€r€ffipusn :

, herhak mempero'leh istirahat'selama 1,5

bulan sebelum $aatnya :menurut

dan pcrhitungan dokter/bidan melahirkan dan

, 
1,5 bulan sesudah melahi.rkan anak' 

'

Pckerja perempuan berhak beristirahat

waktu kerja dalam satu minggu I 1,5 bulan setelah mengalami gugur:

tlitetapkan40.iarn.dapatdiatur-dalamdualkandungan.

alternatit. Pertama. 6 hari dalam satu

rninggu dan maksirnurn 7.iam dalarn satu Pekeria tidak wajib bekerja Pada

hari. Kedua. 5 hari dalam sstu minggu dan I hari-hari resmi' Pekerja berhak menerima

maksimum 8 jam dalam satu hari. Apabila 
, 
u,pah penuh pada hari li'bur resmi.' 

'

pengusaha merasa butuh rnempekerjakan I istlrahat mingguan, istirahat atrau cuti

pekerja melebihi waktu kerja yang telah i tahunan dan cuti panjang, serta pada seat i

cliten.tukan. pengusaha wajib membayar hai4 cuti melahirkan 'dan cuti gugu' 
'

upah lembur,

berakhir paling sedikit 30 hari.

i. Perlindungtn' PenguPahnn'

Kesejahteraan
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setiap : 'pekerja berhak mernperoreh sesuai, ,dengan kemampuan, pengusaha
perlindungan atas ' keseramatan dan dianjurkan menyediakan fbsiritas
kesehatan keqia; moral dan kesusilaan, kesejahteraan,seperti pelayanan ketuarga
dan perlakuan -\'ang'sesuai,dengan harkar bercncana. -tempat .penitipan .bayi.

dan martabal manusia. serta nilai-nilai ,perumahan pekerja; fasil,i1as b6r:ibadah.,

o$&ffia' Untuk itu. pengusaha wajib fasilitas olah raga, kantin, cian mendorong

menerapkan , sistem manajemen pembentukan koperasi pekerja.

keselamatan dan kesehatan kerja secara , ,i

teriirtegrasi dengan manajemen

perusahaan. Pengusaha wajib menyusun

program dan menyediakan sarana

pengaman keselamatan dan kesehatan

kerja sesuai dengan Undang-undang No. I

, tahun 1970 dan peraturan pelaksanaannya.

Setiap pekerja berhak memperoleh

penghasilan yang memenuhi penghidupan

yang ,layak .bagi kemanusiaan. Dalarn

rangka perlindungan pengupahan dan

untuk.memenuhi penghidupan yang layak

tersebut. Pemerintah menetapkan

kebijakan atau ketentuan mengenai r.lpah

minimum baik menurut provinsi dan atau

kota/kabupaten; maupun menurut sektor

clan atau sdb sektor, Dalam rangka

rnenirrgkatkan kcsc.iahteraan pekerja dan

keluarganya,:::pengusaha wajib

rnempertanggungftan . pekerja pada

program jaminan sosial tenagakerja

(arnsostek).

j. ', flubungan Industrial

Hubungan industrial adalah

sistem hubungan antara para pelaku

proses froduksi yaitu pengusaha, pekerja,

dan,Pemeri'ntah, Tujuannya adalah untuk

menumbuhkembangkan,hubungan .,)ang,

aman dan hannonis antara pengusaha dan

pekerja. Untuk mencapai tujuan tersebut;

setiap pengusaha perlu mengembangkan

silcap,,rn€nnpcrlakukan,,pekerja,sebagai

manusia atas dasar .. kemitraan yang

sejajar sesuai dengan kodrat, harkar,

martabat dan harga diri pekerja. Di lain

pihak, para pekerja, perlu rnempunyai

sikap rasa ikut memili.ki serta memelihara

kelangsungan,usaha,,Untuk itu semua.

sarana hubungan industrial perlu

dibangun yang terdiri dari : peratumn

Perusahaan,,.,Badan Kerjasarna Bipar.tit,

Serikat .Pokerja. Pedanjian Kerja

Bersama, Organisasi Fengusaha, Badan :

Kerjasama Tripartit, Peraturan Ferundang
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undangan Ketenagakcriaan. dan Lembaga

Penyetesaian Persel isihan I ndustrial'

k. Pemutusan Hubungan Keria

Pengusaha. pekerja dan serikat t.

peker.ia harus secara bersama-sama

berupaya untuk menghindari pemutusan

hubungan ker.ia (l'llK), Pengusaha dapat

memutuskan hubungan kerja seseorang

pada'dasarnya hanya setelah menerima

persetujuan Pengadilan Hubungan

lndustrial. Permintaan izin memutuskan

hubungan ker.ia lrarus diajukan secara

tertulis melalui Dinas'l'enagakerja dengan

menyampaikan alasan kenaPa harus

melakukan PHK. Dinas Tenagakerja

melalui mediator akan memfasilitasi

pengusaha dan pekeqia untuk mencari

penl'elesaian. llila kedua pihak tictak

rncncupui kcscpukuran. maka mediator

akun rnelirnPahkan kasusnYa ke

Pengadilan Hubungan lndrrstrial. Selama

Pengadilan Hubungan lndustrial belum

memberikan izin PHK" pengusaha dan

pekerja yang berselisih harus tetap

rnclakukan kova.iibannya rnasing'masing

seperti biasa. Bila pengusaha mElakukan

PllK. maka pcngusaha waiib mernbayar:

( I ) LJang pesangon sesuai dengan masa

kerja rnulai dari satu bulan gaji untuk

yang UeLeria kurang dari satu tahun

sampai 9 bulan gaji trntuk yang telah

bekerja 8 tahun atau lebih;

(2) Uang penghargaan masa kerja mulai

dari dua bulan gaji untuk Yang

bekerja tiga tahun atau lebih tetapi

kurang dari 6 tahun. hingga l0 bulan

gaji bagi orang y,ang telah bekerja 24

. tahun'atau lcblh; :

, (3) Uang p€nggantian hak yang belum

i diterima, meliputi penggantian cuti

tahunan' yang belum diambil. biaya
.'": . l

kembali ke' tempat peker.ia diterima.
.. li e.

dan I 5% dari uang Pesangon dan

penghargaan masa kerja sebagai

pengganti fasilitas perumahan dan

pengobatan

5. Undang-U'ndang No. 2'Tahun 2fi)4 
'

Berclasarkan I.JLJ No. 2 tahun'

2004. persclisihan hrrbungan industrial

yang selama ini diselesaikan Panitia

Penye lesaian Perselisihan Perburuhan

(P4) Daerah dan P4 Pusat dialihkan untuk

diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan

lndustrial, yang dibentu,k sebagai bagiarr

dari Pengadilan , Negeri di tingkat

Kabupaten/Kota. Namun Pengadilan

'Hubungan lrtdustrial (PHl) mempunyai :

kewenangan yang terbatas hanya untuk 
,
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nrengatlili tJan mcrmutus perkara p.rouru s"tiup pengusaha yang 
*tidak

dari perselisihan hubungan industrial. mengikutsertakan pegawainya dalam

diwajibkan membayar

hak, perselisihan kepentingan, uang pesangon, uang penghargaan masa

perselisihan pemutus hubungan kerja. dan kerja. dan kompensasi pada saat putus

perselisihan antar serikat pekerja. hubungan kerja karena usia pensiun. .: I 
Pihak yang ridak dapat menerima Pasal 184 uu No. 13 tersebut :

Keputusan PHI rnengenai persetisihan:hak menyatakan bahwa setiap pengusaha

dan perselisihan lltlK, masih dapat naik yangmelanggarPasal 167 ayat(5)di,atas

banding langsung ke Mahkamah Kasasi diancam denga.n hukuman pidana penjara ,

l-lubungan lndustrial , yang dibentuk minimum satu tahun .dan maksimum 5

sebagai bagian dari Mahkamah Agung. tahun dan atau denda minimum Rp 100

Akan tetapi Keputusan PHI mengenai juta dan .maksimum Rp 500 juta. Bila ,

perselisihan kepentingan dan perselisihan pekerja menuntut haknya dan tidak

antar serikat pekeria sudah bersifat final. dipenuhi pengusaha. 'dia dapat mengadu

tidak dapat lagi dirnintakan naik banding. ke PHl, dan PHI mewajibkan pengusaha

lni berarti bahwa sisrem PHI jauh iebih membayar yang menjadi hak pekerja.

sederhana dan rnembstuhkan waktu yang Namun. PHI ridak berwenang untuk ,

lebih pendek dari sistem la-ma dengan . mengadili aspek pelanggaran pidana :

mekanisme P4D dan P4P. Akan tetapi r untt*,mengenakan sanksi pidana penjara

Pengadilan Hubungan 'tndustrial tidak : dan atau denda. Demikian juga misalnya

berwenang memeriksa dan mengadili Pasal 42 ayat (l) menyatakan bahwa

pelanggaran pidana di bidang hubung4n setiap perusahaan yang mempekerjakan

industrial. UU No. l3 tahun 2003 rnemuat tenagakerja asing harus mendapat izin
sejumlah sanksi atas beberapa tertulis dari Menteri, Pasal 185 Undang-

pelanggaran pidana dengan atau tanpa undang No. l3 tersebut menyatakan

perselisihan perdata. PHI berwenang , bahwa pelanggaran atas Pasal 42 ayat (l)
memeriksa dan nrengadili aspek perdaia , ini diancam .hukuman pidana penjara r

dari perselisihan hubungan industrial, : minimum satu tahun dan maksimum 4 i

akan tetapi aspek pidananya akan kembali tahun,dan atau denda minimum Rp 100

d'irdili oleh Pengadilan [Jrnum., Misalnya juta dan rnaksimum Rp 400 .iuta.

U.U'No. l3 tahun 2003. Pasal 167 ayat(5): Pelanggaran seperti ini berada di luar

menyatakan bahwa : kewenangan PHl,t'l'**+* ttr** *****'i'i*'
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PEMBINAAN HUBUNGAN.INDUSTRIA.L.UNTUK .

M E N C t PT A K A N H U B U N G A N I N D U9.lry$_.tr, YII G]q A RM O N I S'

DINAMIS, DEMOKRATIS DAN BERMARTABAT DI
PERUSAHAAN

Oleh : Dr. Muzni Tam'busui

l. Pendahuluan 
: :

pembangunan Ketenagakerjaan mencapai Hubungan lndustrial yang serasi

sehagai bagian inrcgral dari Pembangunan di Perusahaan perlu adanya kujasama yang

Nasional BcrtJasarkan Pancasila dan baik dan saling terbuka antara

t)ndang-Undang Dasar 1945. dilaksanakan kkerja/Buruh. serta Serikat Pekerja/Serikat

tlalam rangka pembangunan manusia B-uruh dan ?engusaha.

lndonesia seutuhnya dan pembanlunan Perkeinbangan 'llubungan lndusnial

masyarakat 
'lndonesia seluruhnyb untuk r dewasa ini ditindai oleh 'adanya 'beberapa

mehingkatkan harkat. martabat dan r perubdran sebagai dampak gbbalisasi dan

hargadiritcnagakerjasertareformasi|&n$:611131slainmeliputi
mewu.iudkan masyarakat sr,iahtera, adil. kebebasan berserikat. pelaksanaan'llAM.

ntakmur dan merata baik materiil maupun : supremasi hukum. otonomi daerah;

spiritual, penerapan standar internasional' intia

Pembangunan Ketenagakerjaan harus struktur dan iklim investasi,

diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi I Kita semua harus mencertnati segala :

hak-hak dan perlindungan yang mendasar f'cnomena perubahan yang terjadi dalam

bagi renaga kcr.ia dan pekerja/buruh serta kortteks pelaksanaan hubungan industrial.

pada saar yang bersamaan dapat selanjutnya kegiatan hubungan industrial

mewujudkan kondisi yang kondusif 'bagi , , merupakan kegiatan penting yang

pengcmbangan duniu usaha. berdampak pada masalah'sosial. emonomi.

pembinaan llubungan tndustrial politik dan kesejahteraan masyarakat. Pada

diarahkan pada terwujudnya Hubungan I sisi"Jain, kegiatan hubungan industrial di

lndustrial yang harmonis. dinamis. I perusahaan tidak akan lepas dari pengaruh
I

berkeadilan''tlan berrnanabdr. I pin* hin (externul)di luar perusahaan, 
'

L.
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' Dengan dcmikian menuntut kesiapan' kita

: S€muB para peiigelola sumber daya manusia di"

perusahaan 
_ 
d4n para pekerja seita pengurris

.' SPISB dan pihak terkait pelaksanaan

hubungan industrial.

Tujuan umum dari segala proses yang

,l dimaksud adalah untuk meningkatkan

i, kesejahteraan peker.ia dalam arti terpenuhinya

. kqbutuhan sosial minimum pekerja. Kepada

. para peker.ia dan pengusaha dituntut untuk

: mampu meningkatkan pemahaman dan dapat

' melaksanakan seluruh ketentuan Undang-

: undang Ketenagakerjaan secara tepat dan baik

untuk kepentingan semua pihak dalam proses

produksi, Kemampuan yang dimaksudkan di

': sipi merupakan proses pembelajaran secara

' 
bersama-sama oleh scmua pihak untuk dapat

melaksanakan hubungan industrial yang

harmonis. dinarnis. berkeadilan dan

, bermartabat melalui dia-log pekerja dengan

pengusaha di perusahaan.

Ukuran kemampuan itu meliputi

: wawasan -pelaksanaan hubungan industrial,

keterampilan melakukan komunikasi.

penerapan Undang-tJndang dan yang paling

penting adalah terciptanya kesiapan menlal

untuk bekerja dalam hubungan kerja,

kesadaran akan tercapainya tujuan bersama

dan, tanggung jawab untuk menjamin

: peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan

perusahaan.

maka

oleh

Il. Hakekat Hubungan lndustrial

Kegitan hubungan indusnial adalah

interaksi sosial antff manusia dalam

proses produksi barang dan jasa untuk

pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada '

pelakgn4an kegiatan hubungan industrial

tersebut, maka para pekerja akan 
,

rtibndapat manfaat untuk pemenuhan ,

kebutuhan hidupnya, terjadinya proses

, pembelajaran pekerja terhadap ,

pengembangan wawasan dan

keterampilan kerja yang dapat ,

meningkatkan kualitas hidup pekerja,

perlindungan hak dasar pekerja,

pemenyhan kesejahteraan pekerja dan '

keluarganya, yang meliputi rasa aman 
:

sebagai kebutuhan dasar dan terpenuhinya 
'

kebutuhan sosial minimum pekerja dalam

hubungan industrial yang harmonis serta

terpenuhinya kebutuhan pengembangan,

diri pekerja sebagai penyaluran aspirasi, ,

Kegiatan hubungan industrial bila ditinjau :

dari sisi kegiatan usaha adalah merupakan r

basis kegiatan ekonomi yang diprakarsai i

dan dikelola oleh pengusaha untuk
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mcniarnin ke'langsungan perusahaan dan

dalam skala yang lebih luas, maka

kcgiatan perusahaan "' akan' ' meniadi

penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah

dan Nasional.

Bahwa kebcrhasilan Pelaksanaan

hubungan industrial terletak pada

berjalannya sistem kelembagaan .dan

optimalisasi sarana-sarana hubungan

intlustrial yang meniadi beban 'dan

tanggung .iawab pekeria, pangusaha, ,

pemerintah dan pihak terkait. dengan

demikian maka hubungan indusrial

meniadi kcgiatan yang strategis dan

signitikan dalam pernbangunan nasional

yang diharapkan dapat memperluas I

kesempatan kerja dan mengurangi

pengangguran.

Ill. Permrstlah*n llubungsn lndustrhl

Permasalahan'hubungan industrial

yang harus tlicermati oleh para pekerja, ;

pcngusaha. pmerintah dan pihak terkait ' IV. Pelakranaan Hubungan lndustrial

anmra lain rneliputi : Sebagai upaya Penguatan Potensi

l. Pelaksanaan hubungan industrial yang harus dilakukan pelaku hubungan

dihadapkan pada perubahan ontia . indusnial dan pihak lcrkait yang

struktur. iklim usaha dan investasi:

?. Fenomena relbrmmi. kebebasan

berserikat. demokratisasi, pelaksana' i

an tlAM. supremasi hukum dan

otonomi daerah. yang berdamPak

pada kegiatan hubungan industrial di

perusahaan.

3. Fenomcna glohalisasi* penerapam

' standard internasional, implementasi

Undang:Undang Ketenagakerjaan,

mendorong pengusaha menemPuh

' manajemen etlsien dan , efektif

sehingga rnernpunyai kecenderungan

,,, untuk'mengidakan perubahan stiltus :

hubungan kerja.

4,'Nuafise ketidalt'adilan dalam

hub.nngan industrial,

" ' 5. ' Tiiiiikat,'pioduktivitas, budaya kerja

'dan 
sarana hubrmgan industrial yang

belum optimal seperti Persyaratan

Kerja. Peraturan Perusahaan,

Perjanjian Kerja Bersama. LK

Bipartit dan'peran SP/SB, l

6, Penguatan potensi pelaku hubungan

industrial yang belum sesuai dengan ,

tuntutan perubahan.

dilaksanakan melalui komunikasi dan

dialog,dalam tataran antara pekerja dan

pengusaha di peiusahaan untuk : 
.

l. Kesamaan persepsi. intery.retasi. sikap

dan tanggung .iawab semua Pihak
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sebagai komitmen untuk menadikan

kcgiatan hubungan industrial sebagai

hal yang strategis dan signifikan

dalam rangka perringkatan
. 

kesiiahteraan. kema,iuan usaha.

'perbaikan ekonomi dan ramah

invcstasi untuk perluasan kesempatan

kerja dan mengurangi,pengangguran.

2. Terlaksananya,ketentuan Undang-

Undang Ketenagakerjaan dalam

pros€s produksi secara ob.iectif,

proporsional dan bennanfaat bagi

semua pihak dan untuk kcpentingan

yang lebih luas.

3. Opirnalisasi s&r&h6rs8r0na hubungan

industrial di perusahaan.

4.'[erlaksananya hubungan industrial

yang ef'ektif di perusahaan, sebagai

strategi . pernbangunan hubungan

industrial untuk melakukan sikap

kebersanraan clalam suasana bela.iar

hidup bersarna pada lingkup hubungan

industrial,

5. 'l'erselenggaranya pemberdayaan

pelaku hubungan industrial di

perusahaan dan pihak terkait'di luar

pcrusahaan untuk mendorong tumbuh

dan berkembangnya hubungan

indusrrial otonom di perusahaan.

6. Pencanangan kegiatan dialog sosial

antar pelaku hubungan industrial oteh

semua pihak . sebagai kegiatan

pemasyarakatan hubungan induiiriai yang .

. mendukung pcmbangunan nasional.

V. Peningkatan Kapasitas LKS Bipartit

Dalam hubungan industrial, dikenal

adanya beberapa sarana yang, saling

berkaitan dan merupakan kesatuan. Salah

' sstu :sirana tersebut' adalah Lernbaga

: Kerjasama (t,KS), Bipartit. sebagaimana

diarnanatkan:-dalarn Pasal 106, Undang-

Undairg Nomor 13 Tahun 2003 tentang :

, ,l(escnagakerjaan, yang , ingin

I ,dik€ntbasBkan . sehingga mampu

mernberikan inspirasi-inspirasi,

:pe'mltriran-pemikiran dan gagasan-

gagasan baru di perusahaan, sehingga

dapat menghindarkan konflik di tempat

kerja.

LKS Bipartit dimaksud harus

memiliki konsep yang jelas dan

dileemb*ngkan. ,sssuai . dcngan kaidah-

,fiaidah dan,norrna-norma yang, berlaku

, ' .d&n . secar& i terus fil€tl€rus, mampu

mengembangkan citra hubungan

industrial yang bermartabat, yang diilhami

oleh cita-cita tumbuhnya rasa

kebersamaan, kescpakatan. kemitraan dan :

komunikasi di tempat kerja.

,' Kaidah yang ingin dibangun melalui

, l,KS berupa pelaksanaan komunikasi

yang efektif antara pekerja dengan

pengusaha di tempat ker.ia,
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i Hat ini y*g sering diiupakan oGh'-$mua lil demikian untuk ke depannya perru

pihak sehingga dap4t menimbulkan berbqgl, 
** ;,teru:s." n enerui diui;afmk.an agw ,

prmasalahan hubungan indus:r]l|' 
- tercipta l.KS Bigdrtir <li tiaptiap rempat keria

Memang tidak rnudah membangun

sebuah lernbaga di tempat keqia sejak durgan harapan lembaga tersebut marnpu

diperkenalkan pada terhun 1986 melalui berkembang dan menjadi roh dalam

j 
Ke?utusan Menteri Tenaga Kerja Nomor nBnciptakan hubungan industrial yang

328/t\4erl1986. l-KS Bipartit hingga sekaran8 ' 
b*r,urtubat sesuai yang ,digariskan. Oleh

hru terbentuk sekitar 7'800' Jumlah tersebut i k**n itu. 
'ntuk 

terciptanya &mpat kerja

relatil kecil jika dibandingkan dengan jumlah

perusahaan ymg a.la yaitu rnencapai 170.uru 
yang harmonis' dinamis dan demokratis' perlu

segera dibentuk dan ditetapkan LKS Bipartil

Dengar L.Jntlang-urrdang yang banr di masing-masing perusahaan. *n** 
,

sudah ditegaslcan pada Pasal lffi Undang' i Otntitid Ainarapt<an akan,lahir tempat kerja :

i

i Undang Nomor 13 Tahun 2003 balrwa setian 
I yang bermartabat sesuai harapan semua nihak 

,

perusahaan yang mempekerjakan 50 0rang 
dan dengan demikian para 'pihak mampu

pker;ialburuh atau lebih waiib rnembentuk !.!. r.-,

t.KS lliparrir ),ru1g bertlrngsi sebagai fbrum 
memilih perspektil' yang positil dalann

komunikasidan konsulrasi mengenai masalah- pngembangan usaha dan peningkatan

rnasalah yang berkaitan dengan hubungan , fesqafrteraan' I

industrialdiperusalraan i Kondisi-kondisi tersebut, harus dapat 
,

Apabila l.KS Bipartit tersebut telatr : n,o wujudkan secara bersana-sama dari

hrkernbang rlan terbentrrk di tiaptiap unit 
seluruh unsur sebagai kegiatan yang sinergis

kcria maka dilurripkan pemogokan. unjuk

,*sa cran perrnasurahan-pennasalahan yang : 
dalam merespons segala perubalran dalarn

dikaitkan dengan ketidak.nyanranan dalan Pernbangunan hubungan industrial di

beker.ia dan berusaha dapat teratasi dengan : lrdonesia'

i Terima losih'**'r'i
i

perusahaan.

baik.
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rT*il*rn FERSURUilAI| rffinflA8roilAr
(lnternational Labour Standards)

)leh ; Dru. Erwina lltH.

r Organisasi Perburuhan lnternasionaf , t. Kon"enSi tl,O

(lnternational Lahour Organizatian/lL:OJ Konvensi ILO adalah' perangkar

adalah bagian.. dari Badan Perserikatan

Bangsa-Bangsa yang mengurusi persoalan

perburuhan di dunia. Sejak pertama kali

didirikan. organisasi ini mempunyai tugas

untuk meningkatkan kondisi-kondisi '

perailran.peraturan atau standar-standar :

perburuhan. internasional. i

, , Standar perburuhan internasional

(internationul lahour standards), adalah ,

perangkat hukum iniernasional yang,

tertuang dalam bentuk Konvensi dan ,

Rekomendasi.
l

Konvensi dan Rekomendasi dibuat i

atau dihasilkan dalam Sidang Perburuhan

lnterriasiona I (lntcrnational Lahrrurt,

('anfen:ncelIL() yang dilaksanakan I

secara rutin setiap tahun dan dihadiri oleh t

unsur tripartit dari Negara Anggota. Unsu.r ,

tripartit lersebug diwakili oleh Pemerintah 
,

(Governmenl), Pengusah a (Employer) dan l

I

Peker.ia (lVorkerl.

penghidupan ' 'pekerja/buruh ' dan mandsia khususnya pekerja,

pekerjaannya dengan cara membuat i ' t*aminisrasi perburuhan. kesejahtera-

(in",itrument)'hukum dalam lingkup

"perjanjian intemasional" yang

memuat berbagai bentuk ketentuan-

ketentuan perlindungan di bidang

pertiuruhan aniara lain : hak-hak asasi

' an sosiai, pengawasan ketenagakerja-

' atr, kelembagaan dan sebagainya.

' Ketentuan yang diatur di dalam

Konvensi ini kesemuanya disusun

dengan tujuan agar dapat diratifikasi

oleh Negara Anggota sehingga

menjadi hukum positif yang berlaku

di Negara yang bersangkutan.

Konvensi ILO merupakan produk

hukum masyarakat internasional yang

berasal dari unsur tripartit. Dalam

proses pembuatan konvensi, ketiga

unsur tripartit terlibat sejak tahap :

o Memilih dan menetapkan topik
konvensi;

o Perancangan;
o Pembahasanperumusan;
r Pengesahan.

I
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Pembuatan dan perumusan konvensi ini

juga melalui proses Yang disebut

"prosedur diskusi ganda" (double

discttssion proceclures) dalam rangkaian

sidang-sidang ll.C'.

. Keterlibatan unsur tripartit ini

tidak hanya dalam membuat Konvensi

namun juga dalam tahapan persiapan

untuk ratitlkasi, pelaksanaan, pelaporan.

pembatalan (denunciatioq atas ratifikasi

dan pengawasan.

Setelah Konvensi-konvensi

tersebut disahkan atau diadopsi dalam

r Sidang Perburuhan lnternasional

(lnternutional Lubour L'onlbrencellLC)

, maka Negara Anggota ILO berkewajiban

untuk meratifikasinya. Ratitlkasi suatu

konvensi tJimaksudkan untuk menjadikan

hukum internasional tersebut menjadi

' hukum positif yang berlaku di Negara

yang bersangkutan.

Sampai dengan bulan Juni 2004'

ll.O telah menghasilkan 185 Konvensi

dan 192 Rekornendasi' Dan lndonesia

telah meratitikasi 17 (tujuh belas)
,

,konvensi yang terdiri dari '8 (delapan)

konvensi dasar ILO dan 9 konvensi urnum

dan konvensi priority.

Setelah Konvensi tersebut diratifikasi

oleh Negara Anggota ILO maka

secara langsung akan mengikat

Negara Anggota yang bersangkutan. ,

Kewajiban yang timbul .setblah

Konvensi diratifikasi adalah bahwa

Negara Anggota yang meratifikasl

harus bersedia menerapkan' aturan-

aturan yang tercantum di dalam

Konvensi dan bersedia Pula untuk

menerlrna
j'

pengawasan

ketentuan-ketentuan

internasional

(inii, rno t io nal's upe rv i s i a n).

2. Rekomendasi ILO

Rekomendasi ILO pada dasarnYa

adalah perangkat yang sama dengan

Konvensi, yaitu sama'sama perangkat

hukum internasional Yang saling ,

rnelengkapi. Yang membedakan I

adalah Rekomendasi tidak dibuat I

dengan maksud untuk diratifikasi

melainkan hanya untuk memberikan

pedoman-pedoman khusus kePada :

Negara'negara Anggota dalam rangka ;

membuat Peraturan Perundang' i

undangan nasional di Negara masing-

masrng.
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: ' Konvensi dan Rekomendasi dapat

saja dibuat untuk -satu judul yang sama.

: Dalam hal ini, Rekomendasi tersebut

memuat pokok-pokok aturan yang lebih

terinci sejalan dengan Konvensi yang

bersangkutan. Hal ini dirnaksudkan agar

, Negara Anggota, sebelum meratifikasi

Konvensi tersebut, dapat secara bertahap

, memanfaatkan ketentuan-ketentuan 4tau

: pasal=pasal yang ada dalam Rekomendasi

untuk dijadikan peraturan perundangan

nasional di masing-masing Negara.

' Bilamana situasi dan kondisi Negara

bersangkulan sudah cocok dengan apa

l yang diatur di dalam Rekomendasi,'maka

, Negara tersebut dapat selanjutnya

rnerati fi kasi Konvensinya.

Dengan dibuatnya Konvensi dan

Rekomendasi yang merupakan perangkat

standar perburuhan internasional tersebut,

maka tujuan 
' utama ll.O untuk

; firewujudkan keadilan sosial di dunia bagi

, kaum buruh/pekerja dapat tercapai.

, Pengesahan Konvensi ILOdalam
Sidang Perburuhan Internasional

(l nte rnntio nul La bo ur Co nfe re nce/I LC)

1. Makna

' Pengesahan atau ratifikasi suatu

, Konvensi rlengandung rnakna bahwa
i hukum internasional dibcrlakukan

menjadi hukum nasional (hukum

positif) di Negara yeng meratifikasi

Konvensi.

Sebagaimana telah diuraikan di

atas bahwa para wakil Negara .

Anggota atau masyarakat

internasional melalui unsur

tripartitnya di IL0 terlibat. secara ,

langsung sejak proses awal sampai'

dengan disahkannya suatu konvensi.

Dengan demikian, setiap Negara

mempulyai kewajiban moral untuk

meratiflkasi konvensi dan

menerapkan prinsip-prinsip

" Rekomendasi dafam'hukum positif di

Negara yang bersangkutan.

$-etiap Negara anggota yang telah

meratifikasi konvensi harus

mempersiapkan perangkat/sarana

hukum berupa peraturan perundangan

nasional yang sesuai dengan

kercff uan-ketentuan konvens i.

. Dalam praktek pe laksanaannya,

instilqqi yang berwenang di Negara

,. 
Anggota yang bersangkutan harus

melaksanakan kebijakan atau

kewajiban sebagaiman a yang

diamanatkan oleh Konvensi.

Il. Bentuk

Pengesahan atau ratifikasi suatu

konvensi dapat dilakukan dalam

bentuk Undang-undang dan atau

.Keputusan/Peraturan Presiden atau

dengan perangket hukum positif lain

yang berlaku secara nasional di

Negara yang bersangkutan.
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peraturan

perundangan yang berkaitan dengan

', konvensi. serta melihat kesesuaian dan

ketidaksesuaian antara konvensi dan

: peraturan perundangan yang berlaku :

I

: (harmonisasi peraturan perundangan); 
.

,ij

o Mengadakan konsultasi tripartit dan r

koordinasi dgngan instansi terkait ,

, dengan harapan tercapainya suatu

konsensus untuk menYemPurnakan

, peraturan perundangan yang tidak ;

:

I sesuai dengan konvensi; 
i

I r Mempers'iapkan mekanisme pelaporan I

dengan pihak'Pihak . terkait baik :

i::

institusi pemerintah dan mitra kerja

tcrkait,

Langkah-langkah

dilakukan sebel

diratifikasi yaitu :

o Mengidentitikasi

yang harus

um Konvensi I

unsur'

Oitatisinifan dengin baik dan penuh

tanggung jawab maka hal ini akan

membawa dampak Yang Postif dan

manfaat yang besar bagi kepentingan

pekerja dan dunia usaha Yang Pada .

akhirnya diyakini akan membawa 
'

hasil bagi kemakmuran bangsa dan

Negara.

IV.Kekuatan Mengikat

Bilamana suatu Negara meratifikasi

konvensi..internasional, maka Negara :

tersebut'dengan sukarela mengikatkan,

.. dlri,.:' pada ketentuan-ketentuan

konvensi dan secara sadar telah

memberikan sebagian kedaulatannya I

kepada. masyarakat internasional'

Negara tersebut telah "commitled' 
'

uhtuk melaksanakan ketentuan' i
;

ketentuan konvensi dan mempunyai i

'

kewajiban untuk :

r Mempersiapkan peraturan

perundang-undangan dan sarana

yang menjamin Pelaksanaan i

konvensi yang diratifi kasi ;

Mpnyempurnakan Peraturan

perundangan yang ada Yang

dianggap belrrm sejalan atan

bertentangan dengan konvensiI

Memberikan sanksi atas

pelanggaran konvensi;

Ill.Manfaat

Setelah Konvensi diratifikasi

suatu Negara. maka seluruh

oleh r

masyarakat di Negara Yang

bersangkutan turut bertanggung jawab

atas pelaksanaannya. Dengan

demikian. bilamana ketentuan'i
:

ketentuan konvensi di tingkat nasional
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Laporan-laporan ieiseUut Oiaiis ,
:

o Menyampaikan penjelasan atas

tuduhan (complaints) . pihak lain , dipantau oleh instrumen pengawasan

baik dari dalam maupun luar di ILO yaitu "badan pengawas" atau

' negeri mengenai adanya yang dikenal dengan istilah

penyimpangan pelaksanaan ,,supemisory body,.. Badan pengawas

konvensi. ini terdiri dari Komisi Konsiliasi,'

Pencari Fakta dan Komisi Tripartit ,

v' Pengawasan lnternasional 
Kebebasan Berserikat.

Pengesahan suatu konvensi

menimbulkan tanggung jawab bagi

' Selain Konvensi dan Rekomendasi yang
Negara yartu adanya kewaJtban gan<la

bagi Negara tersebut yaitu harus , 
dikeluarkan oleLr ILO maka Perserikatan

bersedia untuk menerapkan aturan- : Bangsa"Bangsa iuga mengeluarkan
)

aturan yang tercantum dalam l hukum 
. 

'intemasional dalam bentuk ,

Konvensi. dan bersedia pula untuk Kotdnah dan Protokol. Kovenan dan

menerima pengawasan internasional. : Protokol ini juga"dapat diratifikasi oleh

( i nle rnal io nal s upe rv is io n ) . Negara Anggota.

Selain kewajlban seperti tersebut 
I

diatas maka bagi Negara Anggota juga 
, proses pengesahan/Ratifikasi perjanji- 

.

mempunyai kewajiban untuk ' 
"n Internasional daram Forum

membuat laporan tahunan terhadap _'. Perserikatan Bangsa'Bangsa
Konvensi yang sudah diratifikasi

sesuai ketentuan pasal 22 Konstitusi l. Pengesahan suatu perjanjian

ll-.(). Laporan harus memuat langkah- : Suatu Konvensi atau perjanjian dapat

langkah yang telah diambil sesuai : saja disahkan dengan cara konsensus

dengan ketentuan-ketentuan atau voting. Hampir tidak ada suatu

Konvensi. Laporan dibuat dalam i kewajiban apapun bagi suatu Negara
format khusus sesuai ketentuan ILo' anggota yang telah ikut dalam suatu

Ketentuan pasal 23 ayal 2 ' konsensus atau voting menuju proses
Konstitusi ll.O menyatakan bahwa

sarinan seruruh tuporun mengenai 
pengesahan suatu konvensi

., ,,, internasional, kecuali suatu rasaperaKsanaan Konvenst yang sudan :

<liratifikasi harus disampaikan kepada kebersamaan dalam memahami

perwakilan pengusaha dan pekerja. penanganan isu sebagaimana

I
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d ituangkan dalam' perjanj ian'dan'yang ;

menjadi c'oncern atau kepentingan ,

Negara-negara Anggota

'2. ,Fenandatanganan Perianjian i

Penandatanganan tidak mengikat

secara hukum (nan'hiruling) tetapi

rnenjadi I indikasi bahwa Negara

penandatangan berniat menentukan

posisinya sehubungan dengan isi

perjanjian yang ditandatangani.

Penan<latanganan suatu perjanjian

juga berarti bahwa Negara

penandatan gan (signalorv) mengaksi'

secara politis elemen-elemen yang ada

di dalam suatu perjanjian internasional

(po lit ical endo rse me nt),

Penandatanganan perjanjian tidak

secara langsung mengikat Negara

Anggota (Negara Penandatangan)

untuk melangkah ke ratifikasi, namun

Negara Anggota (Negara

penandatangan) memiliki kewajiban

untuk menghindari diri dari kegiatan

yang tidak sesuai dengan tujuan

perjanjian dan atau mengambil

tindakan+indakan yang mungkin

dapat melemahkan Perjanjian

dimaksud.

l.' lnnrinr.aii per;an;ian. .

Ratifikasi atau aksesi.terdiri atas dua

' langkah

Pertama, lembaga Negara Yang

berwenang (misalnYa ParlePen) ,

setuju untuk menindaklanjuti 
'

kewajiban dalam perjanjian tersebut

sesuai' dengan prosedure konsitusi

yang berlaku.

Kedua, Pemerintah menYerahkan

suatu'irtstrumFnt ratifikasi, misalnya ;

surat resmi bercap'Negara kepada .

Sekretaris Jenderal PBB. Setelah
. :t., i

ratifikasi, suatu Negara menjadi pihak

yang terikat (conlracting party) atau ;

sering juga disebut State PartY 
'

dengan perjanjian yang diratifikasi

tersebut.

Protokol

Langkah-langkah penanganan Yang

lebih khusus atau protokol (protocol)

dapat disusun untuk melengkapi suatu

konvensi atau perjanjian. Protokol

adalah kewajiban s.ubstansif khusus

untuk melaksanakan tujuan suatu

konvensi atau perjanjian. Protokol

dapat diratifikasi secara tersendiri'

Biasanya disebutkan dalam suatu

perjanjian bahwa hanya Negara yang

menandatangani perjanjian Yang

dapat ikut serta dalam suatu protokol.

;

"4.:
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hukum , 6. Konferensi Negara Anggota

Sesuai dengan ketentuan yang'

disebutkan dalam per.ianjian maka

suatu perjanjian akan berlaku setelah 
'

sekian hari diratifikasi oleh sekian

Negara. Dan perjanjian tersebut :

dengan sendirinya menjadi hukum

internasional dengan aturan dan ,

prosedur sendiri. Perjanjian hanya

akan mengatur hubungan antar Negara

yang telah meratifikasi . :

Setelah sekian waktu perjanjian

berlaku (sesuai penetapan

sebelumnya). . konferensi Negara-

negara anggota diselenggarakan.

Konferensi akan melnantau

pelaksanaan perjanjian dan membantu "

pendayagunaan sumber daya

keuangan dan menegoisasikan

protokol-protokol tambahan. State

Party juga diwajibkan untuk

membuat laporan terhadap

pelaksanaan dari suatu perjanjian

intemasional yang telah diratifikasi

atau, i*iaksesi. r'r * * *

, .,ir.,

Sumber : Pedoman Laporan Pelaksanaan Konverrt dan hctomendasl lLO, Depnrkertrans Trhun

2001
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